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Oleh: 





 Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui hasil uji kompetensi peserta uji 
kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Otomotif Indonesia dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2017 jika ditinjau dari skema sertifikasi dan 
(2) mengetahui sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi yang 
menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten di LSP Otomotif 
Indonesia dari DIY pada tahun 2017.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 
198 peserta uji kompetensi. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif.  
 Hasil penelitian menunjukan : (1) hasil uji kompetensi peserta uji 
kompetensi dari Daerah Istimewa Yogyakarta di LSP Otomotif Indonesia pada 
Tahun 2017 jika ditinjau berdasarkan skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM 
Sepeda Motor Karburator) sebanyak 70% (70) peserta dinyatakan kompeten dan 
30% (30) peserta dinyatakan belum kompeten (tinggi), pada skema 02 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional) sebanyak 75% (15) 
peserta dinyatakan kompeten dan 25% (5) dinyatakan belum kompeten (tinggi), 
dan pada skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim 
Injeksi) sebanyak 61,54% (48) peserta dinyatakan kompeten dan 38,46% (30) 
dinyatakan belum kompeten (sangat rendah), (2) sebaran unit kompetensi peserta 
uji kompetensi menunjukan pada skema 01 unit kompetensi yang pesertanya 
paling banyak belum kompeten adalah OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine 
berikut Komponen-komponennya) yaitu sebesar 73,33%, pada skema 02 yaitu 
OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin) dan 
OTO.KR05.011.01 (Memperbaiki Sistem Pengapian) yaitu sama-sama sebesar 
100%, sedangkan pada skema 03 yaitu OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis 
dan Memperbaiki Engine Manajemen sistem) yaitu sebesar 76,67%. 
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 Latar Belakang Masalah 
 Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting 
bagi pembangunan nasional. SDM merupakan pelaku utama yang akan 
menentukan cepat atau lambatnya pembangunan nasional. Oleh karena 
itu, penyiapan SDM harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan 
dilakukan dengan langkah-langkah yang strategis. 
 Indonesia telah memasuki era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA). Persiapan diri untuk meningkatkan daya saing menjadi 
sangat penting. Semua orang di dunia dituntut untuk meningkatkan daya 
saing agar dapat bertahan hidup. 
 Perencanaan dan penyiapan SDM bertujuan untuk menghasilkan 
SDM yang memiliki daya saing tinggi. Peningkatan daya saing dapat 
dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain melalui pendidikan, pelatihan 
kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja 
sudah seyogyanya mampu menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang 
terampil, professional, memiliki kompetensi yang tinggi serta relevan 
dengan kebutuhan dunia kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja juga harus 
berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja. 
 Daya saing Indonesia secara global menurut (Global 
Competitiveness Index) tahun 2018 menempati peringkat ke-36 dari 137 
negara dunia. Berdasarkan survey INSEAD (Institut Européen 
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d'Administration des Affaires), Institut Administrasi Bisnis Eropa tentang 
Global Talent Competitivenes Index tanhun 2018, Indonesia berada di 
peringkat 88 dari 119 negara dalam hal keahlian di tingkat mid-level skills 
(vokasi). Indikator produktivitas tenaga kerja dan ketersediaan teknisi serta 
associate professionals memiliki peringkat yang rendah (peringkat 75 & 
94). Hal ini menunjukan bahwa mayoritas lulusan pendidikan vokasional 
justru menempati low level (posisi rendah). 
 Berdasarkan data statiskik BPS per Agustus 2017 menunjukan 
bahwa jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7,04 juta orang dengan 
tingkat pengangguran tertinggi lulusan SMK yaitu sebesar 11,41%. Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya dirancang untuk menyiapkan 
peserta didik atau lulusan yang siap kerja, atau dapat juga melanjutkan ke 
perguruan tinggi (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 48 
Tahun 2008). Lulusan sekolah kejuruan diharapkan dapat menjadi individu 
yang produktif, dan mampu bersaing dalam dunia kerja baik nasional 
maupun internasional. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan 
menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 
dalam bidang tertentu. 
 Selanjutnya Balai Latihan Kerja (BLK) juga merupakan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 
bertugas memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian untuk mencetak 
tenaga kerja yang kompeten dan siap mengisi kebutuhan pasar kerja. BLK 
juga didesain untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang sudah 
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bekerja (BLK Yogyakarta, 2018). Oleh karena itu, peserta didik baik di SMK 
maupun di BLK perlu disiapkan dengan baik dan sehingga mempunyai 
kualifikasi sebagai calon tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan sesuai 
dengan bidang keahliannya.  
 Berdasarkan data BPS, Sakernas Bulan Agustus tahun 2016,  
menunjukan pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
sebanyak 26.202 orang merupakan pengangguran berasal dari SMTA 
Kejuruan dengan tingkat pengangguran sebesar 5,76% dan merupakan 
penyumbang pengangguran tertinggi dibandingkan SD, SMTP, Diploma, 
maupun Universitas. Hal ini menunjukan bahwa lulusan SMK belum siap 
untuk terjun di dunia kerja. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi lulusan 
SMK belum sesuai dengan standar bahkan berada di bawah standar 
sehingga belum mampu diterima dunia usaha dan dunia industri. 
Permasalahan ini akan menarik untuk diselesaikan jika ingin meningkatkan 
kualitas daya saing SDM di indonesia. 
 Pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 
2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 yang diperbaharui 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta PP No. 31 Tahun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional menekankan pentingnya Sertifikasi 
Kompetensi menurut Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan 
prokdutivitas dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. 
Kompetensi kerja merupakan kebutuhan dan kepentingan bersama yang 
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tidak bisa dipisahkan antara seluruh pemangku kepentingan seperti 
lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, asosiasi profesi, 
asesor, instruktur serta professional/praktisi di bidangnya. Sertifikasi 
Kompetensi juga bertujuan untuk mewujudkan SDM Indonesia yang 
berdaya saing tinggi dan siap terjun ke era globalisasi dan menghadapi 
MEA. 
 Pemerintah Indonesia akan mengalihkan prioritas pembangunan 
nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya 
manusia (SDM) mulai tahun 2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, 
Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker), Bambang Satrio Lelono, saat memberikan arahan pada Rapat 
Koordinasi (Rakor) Pelatihan Kerja Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2018 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (12/3/2018) 
menyampaikan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mulai 2019 
pemerintah memprioritaskan pembangunan SDM. Sumber daya ekonomi 
saat ini adalah manusia yang berpengetahuan, manusia yang kompeten, 
dan berketerampilan dan bukan lagi sumber daya alam. Sekjen 
Kemenperin, Haris Munandar (2018) menyatakan bahwa dunia sedang 
mengarah pada revolusi industri keempat atau Industri 4.0 yang 
membutuhkan inovasi dan penempaan sumber daya manusia (SDM) yang 
kompeten. Setiap pekerjaan di bidang apapun, selalu dituntut penyelesaian 
secara cepat, efektif, efisien, akuntabel, mengutamakan keselamatan dan 
kesehatan kerja serta berwawasan lingkungan hidup. 
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 Kebutuhan akan tenaga kerja teknisi bidang otomotif yang 
kompeten dan sesuai dengan standar industri terus meningkat. 
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Frost & Sullivan bahwa penjualan 
mobil di Indonesia pada tahun 2017 akan mencapai angka 1.1 juta dengan 
tingkat pertumbuhan 5% dan pasti memerlukan perawatan dan perbaikan. 
 Kompetensi calon tenaga kerja dan tenaga kerja teknisi bidang 
otomotif dapat ditunjukan dengan sertifikat kompetensi. Industri tentu 
lebih tertarik kepada tenaga kerja yang siap pakai dan kompeten di bidang 
profesi yang diperlukan, yaitu mereka yang telah memiliki sertifikat 
kompetensi. Cara untuk memastikan dan membuktikan bahwa seseorang 
kompeten untuk suatu bidang pekerjaan adalah dilakukan asesmen dan uji 
kompetensi kepada yang bersangkutan. Uji kompetensi harus dilakukan 
oleh asesor kompetensi yang berasal dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melaksanakan asesmen 
sesuai pedoman BNSP di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah 
terverifikasi. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus akan diberikan 
Sertifikat Kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan 
demikian, uji kompetensi merupakan bagian dari proses Sertifikasi 
Kompetensi Kerja yang harus dilakukan secara sistematis, obyektif dan 
mengacu kepada SKKNI. 
 Berdasarkan data website direktoritraining.com per tanggal 4 Mei 
2018, di Indoneisa terdapat tiga LSP-P3 dari bidang teknisi otomotif yaitu: 
(1) LSP Teknisi Otomotif Indonesia (LSP-TO), (2) LSP Teknisi Otomotif 
Profesional Indonesia (LSP-TOP) dan LSP Otomotif Indonesia (LSP Oto-
6 
 
Ina). Pembentukan LSP P-3 tidak lepas dari upaya untuk membantu 
pemerintah dalam mempersiapkan tenaga kerja bidang teknisi otomotif 
yang kompeten dan siap kerja melalui uji kompetensi secana nasional. 
 LSP Otomotif Indonesia merupakan lembaga sertifikasi profesi yang 
telah diberikan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk 
melaksanakan peran memastikan dan memelihara kompetensi calon 
tenaga kerja maupun tenaga kerja di bidang otomotif melalui sertifikasi 
kompetensi kerja berupa uji kompetensi. Pada tahun 2017 jumlah peserta 
mengikuti uji kompetensi sebanyak 414 peserta yang berasal dari DIY dan 
Luar DIY. Pada tahun 2017 jumlah peserta yang lulus uji kompetensi di 
LSP-P3 LSP Otomotif Indonesia belum mencapai target 100% kompeten, 
dari DIY hanya mencapai 67,17% (133) dan berada di bawah peserta yang 
berasal dari luar DIY yaitu sebesar 81,37% (176). LSP Otomotif Indonesia 
berdiri sejak tahun 2015. Selama ini LSP Otomotif Indonesia belum pernah 
mengidentifikasi hasil uji kompetensi di LSP Otomotif Indonesia tahunan 
sehingga sebaran hasil uji kompetensi peserta tidak diketahui dengan jelas. 
Analisis hasil uji kompetensi di LSP setiap tahun berdasarkan skema 
merupakan hal yang harus dilakukan sebagai laporan kepada BNSP dan 
bahan menyusun rencana strategis LSP, namun selama ini belum pernah 
dilakukan. Akibatnya hasil pelaksanaan sertifikasi untuk setiap skema 
sertifikasi tidak diketahui. Padahal LSP juga ikut bertanggungjawab atas 




 Berdasarkan hasil wawancara dengan Asesor Kompetensi di LSP 
Otomotif Indonesia, sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi yang 
seharusnya diketahui juga belum pernah dianalisis. Padahal sebaran unit 
kompetensi dapat mengambarkan kondisi kompetensi tenaga kerja 
maupun calon tenaga kerja hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di 
lembaga pendidikan dan pelatihan pada bidang otomotif di Daerah 
Istimewa Yogyakarta serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang otomotif. 
 Oleh karena itu, analisis hasil uji kompetensi dan sebaran unit 
kompetensi peserta setiap tahun menjadi sangat penting dan diperlukan 
untuk menggambarkan pelaksanaan uji kompetensi di LSP untuk setiap 
skema sertifikasi, sebagai bahan laporan kinerja kepada BNSP, serta bahan 
evaluasi pendidikan dan pembelajaran kepada lembaga pendidikan dan 
pelatihan maupun LSP Otomotif Indonesia itu sendiri. 
 
 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil studi literatur yang 
telah dipaparkan di atas, maka secara umum masalah yang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut. 
1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum optimal 
dan perlu ditingkatkan lagi, daya saing Indonesia secara global 
(Global Competitiveness Index) tahun 2017-2018 menempati 
peringkat ke-36 dari 137 negara dunia. 
8 
 
2. Tingkat pengangguran lulusan SMK masih tinggi, tercatat per 
Agustus 2017 pengangguran lulusan SMK mencapai 11,41% dari 
7,04 juta orang dan sebanyak 26.202 orang berada di DIY dengan 
tingkat pengangguran 5,76. Padahal diharapkan lulusan SMK dapat 
langsung bekerja atau berwirausaha. 
3. Pada tahun 2017 jumlah peserta yang lulus uji kompetensi di LSP-
P3 LSP Otomotif Indonesia belum mencapai 100% kompeten, dari 
DIY hanya mencapai 67,17% (133) peserta dan berada di bawah 
peserta yang berasal dari luar DIY yaitu sebanyak 81,37% (176) 
peserta. Selanjutnya belum diketahui hasil uji kompetensi jika 
ditinjau dari skema sertifikasi yang diujikan dan sebaran unit 
kompetensi yang menyebabkan peserta uji kompetensi dari DIY 
dinyatakan belum kompeten di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif 
Indonesia pada tahun 2017. 
 
 Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian 
ini dibatasi yaitu tentang hasil uji kompetensi jika ditinjau dari skema 
sertifikasi dan sebaran unit kompetensi yang menyebabkan peserta uji 
kompetensi dari DIY dinyatakan belum kompeten di Lembaga Sertifikasi 
Profesi Otomotif Indonesia. Masalah ini dipilih karena merupakan masalah 
yang memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang 
menyebabkan hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi di LSP Otomotif 
Indonesia belum optimal jika di tinjau dari skema sertifikasi. Wilayah 
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peserta dipilih dari DIY karena DIY memiliki tingkat kelulusan uji 
kompetensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta dari luar 
DIY. Cakupan peserta uji kompetensi (Asesi) dalam penelitian ini dibatasi 
yaitu peserta uji kompetensi (Asesi) dari DIY yang melakukan uji 
kompetensi di LSP P-3 (LSP Otomotif Indonesia) pada tahun 2017. Tahun 
2017 dipilih karena merupakan tahun dimana hasil uji kompetensi peserta 
dari DIY lebih rendah dari peserta dari Luar DIY. 
 
 Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan pembatasan masalah 
maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut. 
1. Bagaimana hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif 
Indonesia pada tahun 2017 ditinjau dari skema sertifikasi yang 
diujikan? 
2. Bagaimana sebaran unit kompetensi yang menyebabkan peserta uji 
kompetensi dari DIY dinyatakan belum kompeten di Lembaga 
Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia pada tahun 2017? 
 
 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif 
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Indonesia pada tahun 2017 ditinjau dari skema sertifikasi yang 
diujikan. 
2. Mengetahui sebaran unit kompetensi yang menyebabkan peserta 
uji kompetensi dari DIY dinyatakan belum kompeten di Lembaga 
Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia pada tahun 2017. 
 
 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh 
pemangku kepentingan di dunia pendidikan maupun pembaca pada 
umumnya. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Bagi Peneliti 
Memperluas khazanah keilmuan, wawasan, gambaran 
mengenai hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi peserta 
uji kompetensi di LSP Otomotif Indoneisa dari DIY Tahun 2017, 
sehingga dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. 
 
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
Memberikan gambaran keadaan faktual mengenai hasil uji 
kompetensi, serta memberikan masukan posisitif kepada sekolah 
untuk mengembangkan pembelajaran di jurusan agar sesuai dengan 
unit kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja sebagaimana prinsip 
pendidikan kejuruan yang link and match (terhubung dan sesuai) 
sehingga dapat mencetak lulusan yang kompeten, kompetitif dan siap 
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kerja. Selanjutnya lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menambah 
kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan terutama pada unit 
kompetensi yang dinyatakan belum kompeten. 
 
3. Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi 
Memberikan gambaran hasil uji kompetensi dan sebaran unit 
kompetensi agar LSP untuk senantiasa melakukan monitoring sertifikat 
kompetensi dan logsheet yang telah dikeluarkan LSP berdasarkan 
pedoman dari BNSP. Selanjutnya memberikan informasi terkini 
mengenai hasil uji kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada peserta sertifkasi kompetensi kerja dengan 
memberikan informasi yang lengkap mengenai hasil uji kompetensi 
dan sebaran unit kompetensi dalam sertifikasi kompetensi kerja di LSP. 
Hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi juga digunakan LSP 
sebagai bahan menyusun rencana strategis LSP saat relisensi LSP 








 Kajian Teori 
 Pada kajian teori akan disajikan deskripsi teori-teori yang digunakan 
dalam penelitian ini sehingga memudahkan pembaca atau peneliti lain 
untuk ikut memahami maksud peneliti yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian. 
1. Sertifikasi Kompetensi Kerja 
a. Pentingnya Sertifikasi Kompetensi Kerja 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan menjamin pelaksanaan sertifikasi kompetensi 
kerja, pasal 18 menetapkan bahwa tenaga kerja berhak 
memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 
pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 
pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di 
tempat kerja berupa sertfikasi kompetensi kerja. 
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai penyempurna 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi meyangkut hal: (1) meningkatkan 
proses sertifikasi yang masif dan berkualitas, (2) menguatkan 
fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (3) 
menguatkan kualitas dan profesional anggota BNSP dan 
lembaganya, (4) mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi untuk 
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mendapat lisensi dari BNSP, dan (5) melaksanakan sertifikasi 
kompetensi kerja yang telah diakui secara nasional maupun 
internasional dikoordinasikan oleh BNSP.  
Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 
2016 tentang Revitalisasi SMK, BNSP mendapatkan tugas 
untuk: (1) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan 
SMK, (2) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi peserta didik 
dan tenaga pendidik SMK, dan (3) mempercepat pemberian 
lisensi bagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak 
pertama, BNSP telah menyusun Rencana Aksi Nasional 
Sertifikasi Bagi Siswa SMK yang memuat rencana pelaksanaan 
kegiatan sertifikasi tahun 2016 sampai 2019 dan pengaturan 
pelaksanaan sertifikasi bagi siswa SMK. Untuk menjadi acuan 
bagi semua pihak terkait. Pelaksanaan sertifikasi bagi Lulusan 
SMK memiliki 4 (empat) pilihan pola untuk pelaksanaan 
sertifikasi bagi lulusan SMK. Pola pertama adalah pola 
pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK yaitu untuk siswa dari 
SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan 
menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensi LSP 
P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas 
Pendidikan Propinsi. Pola kedua adalah pola pelaksanaan 
sertifikasi oleh LSP P2 yaitu untuk siswa dari SMK-SMK yang 
belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sector dan/atau 
lingkup wilayah tertentu. Pola ketiga adalah pelaksanaan 
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sertifikasi oleh LSP P3 yaitu untuk siswa dari SMK yang memiliki 
kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum 
memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu. 
b. Pengertian 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan sertifikasi kompetensi kerja 
merupakan proses untuk mendapatkan pengakuan kompetensi 
kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan 
lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja 
swasta atau pelatihan di tempat kerja yang diikuti oleh calon 
tenaga kerja maupun tenaga kerja yang telah berpengalaman. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 
sertifikasi kompetensi kerja merupakan proses pemberian 
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan 
obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar 
kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), standar 
internasional dan/atau standar khusus. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa sertifikasi kompetensi kerja adalah suatu proses untuk 
mendapatkan pengakuan terhadap calon tenaga kerja maupun 
tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau 
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SKKNI setelah mengikuti pelatihan kerja sehingga diberikan 
sertifikat kompetensi. 
c. Tujuan 
Dobson (2003:9) mengatakan bahwa tujuan sertifikasi 
kompetensi kerja adalah “to Ensure the skills of labour force are 
sufficient to support internationally competitive commerce and 
industry; and to provide individuals with opportunities to 
optimize their potential”. Artinya, sertifikasi kompetensi kerja 
bertujuan untuk memastikan keterampilan-keterampilan 
tenaga kerja yang cukup dan memadai untuk mendukung 
perdagangan dan daya saing international dan untuk 
memberikan kesempatan individu untuk mengoptimalkan 
potensi mereka. 
Menurut Pedoman BNSP 306 Tahun 2014 sertifikasi 
kompetensi kerja bertujuan untuk: (1) memberikan 
stimulus/mempercepat pengakuan industri dan sektor terhadap 
tenaga kerja bersertifikat kompetensi, (2) memfasilitasi calon 
tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, (3) 
mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP, 
(4) memfasilitasi kerjasama LSP dengan dnia usaha/dunia 
industri dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja 
bersertifikat kompetensi. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 
bahwa tujuan sertifikasi kompetensi kerja atau sertifikasi 
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profesi adalah: (1) memastikan dan memelihara kompetensi 
tenaga kerja yang telah didapat dengan sertifikat kompetensi, 
(2) memperepat pengakuan industri terhadap tenaga kerja, (3) 
mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi di LSP, dan (4) 
memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bersertifikat 
kompetensi. 
d. Manfaat  
Manfaat sertifikasi kompetensi kerja atau sertifikasi 
profesi dapat dinikmati oleh beberapa pemangku kepentingan 
antara lain sebagai berikut. 
Bagi industri yaitu untuk: (1) membantu industri 
meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah 
dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten, (2) membantu 
industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga 
berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD 
khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya, (4) 
membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan 
tenaga berbasis kompetensi serta mengingkatkan 
produktivitas. 
Bagi tenaga kerja untuk: (1) membantu meyakinkan 
kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten 
dalam bekerja menghasilkan produk atau jasa dan 
meningkatkan percaya diri tenaga profesi. (2) membantu 
tenaga profesi dalam merencanakan karir. (3) membantu 
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tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi. (4) 
membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas 
negara, (5) membantu tenaga profesi dalam promosi 
profesinya di apsar tenaga kerja. 
Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk: (1) 
membantu memastikan link and match antara kompetensi 
lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. (2) 
Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam 
pengembangan program diklat. (3) membantu memastikan 
pencapaian hasil diklat yang tinggi. (4) membantu lembaga 
diklat dalam sistem uji kompetensi dan memelihara kompetensi 
peserta didik selama proses diklat. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pemberian sertifikasi kompetensi kerja pada calon 
tenaga kerja adalah pengakuan kompetensi melaui uji 
kompetensi dengan tujuan memelihara kompetensi dan 
hasilnya berupa sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi 
kerja dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan dan 





2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan 
Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 KKNI adalah kerangka 
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka 
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 
pekerjaan di berbagai sektor. KKNI memungkinkan pengakuan 
penyetaraan standar kemampuan seseorang dari berbagai jalur 
pendidikan, baik dari pendidikan formal akademik, program vokasi, 
program profesi, pengalaman kerja di dunia industri, maupun 
pengalaman mandiri.  
Pemerintah Indonesia mengakui penjenjangan KKNI melalui 
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI 
No.8 Tahun 2012. KKNI diterapkan oleh lembaga pendidikan dan 
pelatihan maupun dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan tingkat 
penjenjengannya. KKNI memungkinkan pengakuan kompetensi 
berdasarkan tingkat pendidikan maupun pengalaman di lapangan. 
Pembuatan kurikulum dan penjenjangan jabatan disesuaikan dengan 
level-level pada KKNI dari level 1-9. 
Deskripsi Kualifikasi pada KKNI merefleksikan learning 
outcomes (capaian pembelajaran) yang peroleh seseorang melalui 
jalur: (1) pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman kerja, dan (4) 
19 
 
pembelajaran mandiri. Berikut ini adalah gambar Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI). 
 
Gambar 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
Sumber: Dikti.org 
 
KKNI digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian sertifikat 
atau ijazah pendidikan di indonesia. Keberadaan kerangka kualifikasi 
secara nasional diharapkan akan mendorong pengembangan 
keterampilan para pekerja, memfasilitasi mobilitas peserta didik dan 
tenaga kerja, serta meningkatkan akses seseorang untuk mengikuti 
jenjang pendidikan serta pelatihan lebih tinggi sepanjang hidupnya. 
 
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
a. Pengertian 
Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 
Tahun 2014 dan No. 161 Tahun 2015, Standar Kompetensi 
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Kerja Nasional Indoneia (SKKNI) merupakan rumusan 
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan 
dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
b. Penyusunan dan Pengembangan SKKNI 
Penyusunan dokumen SKKNI harus mengacu pada 
format yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 
melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 
Tahapan Penyusunan SKKNI: (1) penyusunan draft, (2) 
verifikasi internal (oleh tim verifikasi), (3) pra konvensi, (4) 
verifikasi eksternal (oleh Kemenaker), (5) konvensi nasional, 
dan (6) penetapan (oleh kemenaker). 
SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan 
industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di 
tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan 
mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan uji 
kompetensi (penilaian) keluaran pelatihan, serta uji kompetensi 
tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh 
seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan 
(UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Ada dua 
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model penyusunan standar kompetensi yaitu Model 
Occupational Skills Standard (MOSS) dan Regional Model 
Competency Standard (RMCS). 
Model Occupational Skills Standard (MOSS) adalah 
model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi 
atau jabatan. Model ini kurang sesuai apabila diterapkan di 
Indonesia karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang 
sama. Regional Model Competency Standard (RMCS) adalah 
model penyusunan standar kompetensi yang diperkenalkan 
oleh International Labor Organization (ILO), yang 
pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari 
proses kerja suatu kegiatan usaha/industri sejenis. 
Pembuatan SKKNI menggunakan model RMCS, hal ini 
sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan dipertegas 
pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan 
Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Nomor KEP. 217/LATTAS/XII/2012. 
c. Kegunaan dan Manfaat SKKNI 
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, 
kegunaan SKKNI diantaranya: (1) sebagai acuan 
pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi. (2) sebagai acuan 
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pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi kompetensi). (3) 
sebagai acuan untuk menstrukturkan perusahaan, dan (4) 
sebagai acuan penyusunan Standard Operational Procedure 
(SOP) perusahaan. SKKNI yang digunakan dalam 
pengembangan SDM disesuaikan dengan kebutuhan amsing-
masing pemangku kepentingan. 
Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dengan adanya 
SKKNI bagi pemangku kementingan bisa dijabarkan sebagai 
berikut. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan yaitu: (1) 
memberikan informasi pengembangan program dan kurikulum 
dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, 
penilaian, dan sertifikasi. Bagi dunia usaha/industri dan 
penggunaan tenaga kerja yaitu: (1) membantu dalam 
rekrutmen, (2) membantu penilaian unjuk kerja, (3) membantu 
dalam menyusun uraian jabatan, (4) membantu dalam 
mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan 
kebutuhan dunia usaha/industri. Bagi institusi penyelenggaraa 
pengujian sertifikasi yaitu: sebagai acuan dalam merumuskan 
paket-paket program sertifikasi dengan kualifikasi levelnya dan 
sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan 
sertifikasi. 
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa SKKNI adalah standar kemampuan yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampulan dan sikap untuk 
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bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama 
serta dapat memudahkan berbagai pihak dalam 
menyelenggarakan kegiatan baik pembelajaran di lembaga 
pendidikan maupun rekruitmen di dunia industri. SKKNI 
merupakan standar kompetensi yang telah dibuat secara 
nasional dan disepakati bersama untuk mencetak lulusan yang 
siap bekerja sesuai dengan kompetensi tertentu.  
d. Unit Kompetensi 
Dobson (2003:68) menjelaskan pengertian unit 
kompetensi sebagai “…..A component of a competency 
standard. A unit of competency is a statement of a key function 
or role in a particular job or occupation….”, artinya unit 
kompetensi adalah komponen dari standar kompetensi. Unit 
kompetensi merupakan pernyataan dari fungsi kunci atau peran 
kunci dalam pekerjaan atau okupasi tertentu. 
Menurut (Syahril, 2005:9) dalam Amos & Grace 
(2017:233) menyebutkan bahwa unit kompetensi merupakan 
uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung 
tercapainya standar kompetensi. Selanjutnya unit kompetensi 
menurut Hutapea & Thoha (2008:8) menunjukan wilayah 
kompetensi secara umum. 
Berdasarkan pengetian di atas dapat disimpulkan 
bahwa unit kompetensi adalah komponen/bagian dari standar 
kompetensi yang berupa uraian tugas, fungsi, peran atau 
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pekerjaan yang mendukung tercapainya standar kompetensi 
serta menunjukan wilayah kompetensi secara umum. 
Struktur dan format penulisan unit kompetensi SKKNI 
menurut Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 
2012 terdiri dari: (1) kode unit, (2) judul unit, (3) deskripsi unit, 
(4) elemen kompetensi, (5) kriteria unjuk kerja, (6) batasan 
variabel, (7) panduan penilaian, dan (8) kompetensi kunci. 
Komponen unit kompetensi dalam SKKNI mengacu pada: (1) 
elemen kompetensi, (2) kriteria unjuk kerja, (3) keterampilan 
layak kerja, (4) batasan variabel, dan (5) persyaratan panduan 
bukti. 
Format unit kompetensi disusun berdasarkan Kepmen 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 116/MEN/VII/2004 
tentang sub sektor kendaraan ringan dan 05/MEN/IV/2005 
tentang sub sektor sepeda motor adalah berisi item-item 
seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 1. Item Unit Kompetensi dalam SKKNI 
Item Keterangan 
Kode Unit Berisi kode yang megnacu pada format 
SKKNI 
Judul Unit Mendefinisikan tugas/pekerjaan suatu unit 
kompetensi yang menggambarkan sebagian 
atau keseluruhan standar kompetensi. 
Deskripsi Unit Menjelaskan Judul Unit yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan dan keterampilan yang 










untuk mencapai kompetensi berupa 
pernyataan yang menunjukkan komponen-
komponen pendukung unit kompetensi 
sasaran apa yang harus dicapai . 
Kriteria Unjuk 
Kerja 
Menggambarkan kegiatan yang harus 
dikerjakan untuk memperagakan 
kompetensi di setiap elemen, apa yang harus 
dikerjakan pada waktu menilai dan apakah 
syaratsyarat dari elemen dipenuhi. 
Batasan 
Variabel 
Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana 
kriteria unjuk kerja diterapkan. 
Mendefinisikan situasi dari unit dan 
memberikan informasi lebih jauh tentang 
tingkat otonomi perlengkapan dan materi 
yang mungkin digunakan dan mengacu pada 
syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk 




Membantu menginterpretasikan dan menilai 
unit dengan mengkhususkan petunjuk nyata 
yang perlu dikumpulkan, untuk 
memperagakan kompetensi sesuai tingkat 
keterampilan yang digambarkan dalam 
kriteria unjuk kerja, yang meliputi : (1) 
pengetahuan dan keterampilan yang yang 
dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan 
kompeten 
pada tingkatan tertentu, (2) ruang lingkup 
pengujian menyatakan dimana, bagaimana 
dan dengan metode apa pengujian 
seharusnya dilakukan, dan (3) aspek penting 
dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok 
dari pengujian dan kunci pokok yang perlu 
dilihat pada waktu pengujian. 
Kompetensi 
Kunci 
Keterampilan umum yang diperlukan agar 
kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan 
kinerja yang dipersyaratkan untuk peran / 
fungsi pada suatu pekerjaan. 
 
Kompetensi kunci meliputi: 
(1) mengumpulkan, mengorganisir dan 
menganalisa 
Informasi; (2) mengkomunikasikan ide-ide 
dan informasi; (3) merencanakan dan 
mengorganisir aktifitas-aktifitas; (4) bekerja 
dengan orang lain dan kelompok; (5) 





matematika, (6) memecahkan masalah; dan 
(7) menggunakan teknologi. 
 
Kompetensi kunci dibagi dalam tiga 
tingkatan. Tingkat 1 harus mampu: 
melaksanakan proses yang telah ditentukan 
dan menilai mutu berdasarkan kriteria yang 
telah ditentukan. Tingkat 2 harus mampu : 
mengelola proses dan  menentukan kriteria 
untuk mengevaluasi proses. Tingkat 3 harus 
mampu : menentukan prinsip-prinsip dan 
proses dan mengevaluasi dan mengubah 
bentuk proses. 
(3) menentukan kriteria untuk 
pengevaluasian proses. 
 
Sistem pemberian kode unit kompetensi dalam 
standar kompetensi telah diatur sebagaimana contoh unit 
kompetensi OTO.KR10.016.03 (Mengikuti Prosedur dan 
Keselamatan Kerja) di bawah ini. 






Nomor Urut Versi 
 
Adanya pengkodean unit kompetensi seperti contoh 
diatas dapat memudahkan pemangku kepentingan untuk 
menyusun modul pembelajaran, program pelatihan, materi uji 
kompetensi, skema sertifikasi, dan untuk rekruitmen tenaga 
kerja sesuai dengan kebutuhan industri masing-masing. 
Unit kompetensi yang digunakan dalam sertifikasi 
kompetensi kerja bidang otomotif mengacu pada Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 





Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub 
Sektor Kendaraan Ringan dan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.95/MEN/IV/2005 Tentang Penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Otomotif Sub 
Sektor Sepeda Motor. Peserta dinyatakan kompeten pada unit 
kompetensi jika melaksanakan seluruh elemen kompetensi 
dan kriteria unjuk kerja yang ada pada unit kompetensi. 
Peserta yang belum melaksanakan satu atau lebih elemen 
kompetensi dan kriteria unjuk kerja dinyatakan belum 
kompeten pada unit kompetensi. 
 
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2, 
menyebutkan bahwa BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk 
untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP melaksanakan 
tugas, berkedudukan dan tanggungawab kepada presiden. BNSP 
memiliki 6 fungsi yaitu sebagai: (1) pelaksanaan dan pengembangan 
sistem sertifikasi kompetensi kerja, (2) pelaksanaan dan 
pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi, (3) 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertilikasi kompetensi 
kerja nasional, (4) pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi 
kerja nasional dan internasional; pelaksanaan dan pengembangan 
kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang 
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sertilikasi profesi, dan pelaksanaan dan pengembangan sistem data 
dan informasi sertifrkasi kompetensi kerja yang terintegrasi. BNSP 
memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang 
telah diberikan lisensi oleh BNSP dalam melaksanakan sertifikasi 
kompetensi kerja. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang disingkat BNSP adalah 
lembaga resmi tingkat nasional di bawah presiden yang bertugas untuk 
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan dalam bekerja memiliki 
kepanjangan tangan yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi. 
 
5. Sertifikat Kompetensi 
Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) 
menyebutkan bahwa Sertifikat kompetensi adalah dokumen 
pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan 
keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar 
program studinya.  
Berdasarkan pedoman BNSP 301 Rev 1 (2011), sertifikat 
kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan 
kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP). Sertifikat kompetensi mengacu pada standar 
kompetensi tertentu.  
Sertifikat kompetensi berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 
61 ayat (3)Tentang Sisdiknas adalah sertifikat yang diberikan oleh 
29 
 
penyelengara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik 
dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk 
melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang 
diselenggarakan oleh suatu satuan pendidikan yang terakreditasi atau 
lembaga sertifikasi. 
Seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi berarti telah 
memiliki kompetensi yang diakui secara nasional sesuai dengan 
kompetensi yang tertulis pada sertifikat yang dimilikinya. Menurut 
dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi Sertifikat II Bidang Teknik 
Kendaraan Ringan Tahun 2017, sertifikat kompetensi memiliki masa 
aktif selama tiga tahun. Jika selama tiga tahun sertifikat tidak 
digunakan maka akan hangus dan perlu memperbaharui lagi 
sertifikatnya melalui perpanjangan maupun uji kompetensi lagi untuk 
mendapatkan sertifikat kompetensi yang baru. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
sertifikat kompetensi adalah dokumen bukti pengakuan tertulis yang 
diberikan leh lembaga pendidikan dan pelatihan atau lembaga 
sertifikasi kepada seseorang atas penguasaannya terhadap standar 
kompetensi/pekerjaan tertentu dan berlaku serta berlaku selama 3 










6. Uji Kompetensi 
a. Pengertian 
Menurut Pedoman BNSP 306 tentang Pelaksanaan 
Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Tahun 2014, Uji 
Kompetensi adalah tatacara yang merupakan bagian dari 
asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi 
menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, 
praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam 
skema sertifikasi. Selanjutnya pengertian uji kompetensi 
menurut Peraturan BNSP No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penilaian Kesesuaian – Persyaratan umum Lembaga Sertifiaksi 
Profesi adalah proses/tata cara yang merupakan bagian dari 
asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi 
berupa pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan 
sikap (attitude) melalui pengumpulan bukti menggunakan satu 
atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan 
pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi 
untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum 
kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. 
Dobson (2003:18) menyebutkan pengertian 
Competency Based Assesment sebagai berikut. “Competency 
Based Assessment is the process of collecting evidence and 
making judgments against set criteria”, artinya uji kompetensi 
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adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat keputusan 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 
Selanjutnya menurut Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015, 
uji kompetensi adalah salah satu metode evaluasi kompetensi 
yang dipercaya sebagai metode yang paling memberikan 
kepastian pencapaian kompetensi, karena memberikan 
kesempatan untuk mengakses bukti-bukti langsung, tidak 
langsung, dan tambahan dan juga memungkinkan untuk 
mengakses 5 (lima) dimensi kompetensi (task skills, task 
management skills, contingency skills, job/role environment 
skills, dan transfer skills ) ditambah skills for employability  
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa uji kompetensi adalah proses pengumpulan bukti, 
penilaian atau metode evaluasi kepada seseorang (peserta uji 
kompetensi) untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan 
sikap dalam bekerja yang mencakup lima dimensi kompetensi 
dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam skema 
sertifikasi tertentu. 
 
b. Peserta Uji Kompetensi (Asesi) 
Menurut PBNSP 206 Tahun 2014 peserta sertifikasi 
adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan 
dan diterima mengikuti proses sertifikasi. Selanjutnya, Menurut 
PBNSP 303 2014 Tentang Uji kompetensi menyebutkan bahwa 
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peserta uji kompetensi adalah tenaga kerja (angkatan kerja) 
yang sudah memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta 
pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi 
kerja  yang akan diujikan. Asesi uji kompetensi yang dimaksud 
dalam panduan mutu LSP Otomotif Indonesia adalah asesi yang 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat ikut 
serta dalam proses sertifikasi. 
Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia 
menetapkan persyaratan dasar pemohon sertifikasi yaitu: (1) 
peserta minimal semester 1 (untuk mahasiswa) dan telah 
menempuh mata kuliah sesuai skema sertifikasi yang diambil, 
minimal pendidikan SMA sederajat dengan pengalaman kerja 
bidang otomotif selaa lebih dari 1 tahun (untuk karyawan), 
minimal SMP dan telah mengikuti diklat selama 160 jam 
pelajaran dibuktikan sertifikat pelatihan, sedangkan untuk 
peserta SMK otomotif sudah melaksanakan praktek industri 
dengan dibuktikan dengan surat keterangan telah 
melaksanakan praktik industri.  
Selanjutnya setelah memiliki persyaratan dasar sebagai 
peserta uji kompetensi peserta uji kompetensi harus melakukan 
proses pendaftaran kepada LSP dengan mengisi formulir 
permohonan FR.APL 01 dan FR.APL 02 dengan melampirkan: 
fotokopi ijazah formal, fotokopi sertifikat pelatihan, surat 
keterangan pengalaman, foto 3x4 warna sebanyak 2 lembar, 
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serta membayar biaya sertifikasi baru peserta dapat diterima 
sebagai peserta sertifikasi setelah semua bukti diverifikasi valid, 
asli,dan terkini oleh asesor kompetensi. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa peserta uji kompetensi (asesi) adalah pemohon 
sertifikasi baik tenaga kerja (angkatan kerja) yang telah 
memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman 
kerja dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada 
skema sertifikasi antara lain : (1) telah menempuh mata kuliah 
sesuai dengan skema sertifikasi bagi mahasiswa, (2) memiliki 
pengalaman kerja minimal 1 tahun bagi lulusan SMA, (3) telah 
mengikuti diklat selama 160 jam bagi lulusan SMP, dan (4) telah 
melaksanakan praktek industri bagi lulusan SMK. Selanjutnya 
untuk dapat ikut dalam proses sertifkasi peserta diharuskan 
mengisi formulir permohonan FR.APL 01 dan FR.APL 02 dengan 
melampirkan bukti-bukti identitas dan kompetensi berupa: (1) 
fotokopi ijazah, (2) fotokopi (3) sertifikat pelatihan, (4) surat 
keterangan pengalaman, (5) foto 3x4 warna sebanyak 2 lembar, 
serta (5) membayar biaya sertifikasi baru peserta dapat diterima 
sebagai peserta sertifikasi setelah semua bukti diverifikasi valid, 
asli, terkini oleh asesor kompetensi. 
 
c. Penguji Kompetensi (Asesor) 
Menurut PBNSP No.1 Tahun 2014 Klausul 3.16 Asesor 
Kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi 
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(kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud UU No.13 
Tahun 2003 yaitu kemampuan individu yang mencakup aspek 
pengatahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai 
dengan standar yang ditetapkan) dan mendapatkan penugasan 
resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji 
kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran 
secara professional. 
Pada Klausul 6.22 PBNSP No.1 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa persyaratan Asesor Kompetensi antara 
lain sebagai berikut. (1) memahami skema sertifikasi yang 
relevan, (2) mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan 
dokumentasinya, (3) fasih secara lisan maupun tertulis dalam 
Bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi, dan (4) dapat 
mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk 
memastikan bahwa peniaian yang dibuat tidak berpihak. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa asesor kompetensi adalah orang yang memiliki 
kompetensi kerja (teknis) dan kompetensi metodologis 
(prosedur) untuk bertugas melakukan uji kompetensi sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan BNSP. 
 
d. Tempat Uji Kompetensi (TUK) 
1. Pengertian 
 Berdasarkan pedoman BNSP 301 Rev.1, Tempat Uji 
Kompetensi (TUK) atau Assessment Centre adalah tempat 
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kerja atau simulasi tempat kerja yang baik untuk 
menyelenggarakan uji kompetensi oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi. Pengertian TUK menurut PBNSP 206 
Tahun 2006 adalah lembaga dan/atau tempat yang telah 
diverifikasi oleh LSP berlisensi dari BNSP untk memberikan 
fasilitas pelaksanaan uji kompetensi. TUK adalah tempat 
kerja atau tempat lainya yang memenuhi persyaratan 
untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji 
kompetensi (PBNSP No.2 Tahun 2014). 
 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa TUK adalah lembaga atau tempat kerja yang telah 
diverifikasi oleh LSP berlisensi dari BNSP sehingga 
memenuhi persyaratan untuk memberikan fasilitas 
pelaksanaan uji kompetensi. 
2. Klasifikasi 
 Berdasarkan Peraturan BNSP Nomor 5 Tahun 2014 
TUK dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: (1) TUK 
Tempat Kerja, (2) TUK Sewaktu, dan (3) TUK Mandiri. TUK 
Tempat Kerja adalah tempat dilaksanakannya uji 
kompetensi dimana proses produksi dilakukan sebagai 
tempat kerja. TUK dimiliki oleh industri dan pelaksanaan uji 




 TUK Sewaktu adalah tempat dilaksanakannya uji 
kompetensi dimana TUK tidak sebagai tempat yang 
digunakan untuk bekerja. TUK dimiliki oleh pihak ketiga 
dan hanya digunakan untuk uji kompetensi sehingga perlu 
persiapan. 
 TUK Mandiri adalah tempat dilaksanakannya uji 
kompetensi dimana TUK tidak sebagai tempat untuk 
bekerja karena tempat tersebut digunakan untuk tempat 
uji kompetensi secara berkelanjutan. TUK mandiri dimiliki 
oleh lembaga di luar LSP yang keberadaanya secara 
mandiri. Biasanya TUK mandiri merupakan Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan yang menjalin kerjasama dengan 
LSP-P3. 
 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa TUK dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) 
TUK di Tempat Kerja yang pelaksanaannya bersamaan 
dngan proses produksi, (2) TUK Sewaktu yang 
pelaksanaanya tidak bersamaan dengan proses produksi, 
dan (3) TUK Mandiri yang pelaksanaannya digunakan 
untuk uji kompetensi secara berkelanjutan. 
 
e. Proses Uji Kompetensi 
Berikut ini adalah diagram proses uji kompetensi dari 


















Gambar 2. Proses Uji kompetensi  
Sumber: Pedoman BNSP 301 Rev 1 
 
Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa proses 
uji kompetensi ada delapan tahapan yaitu: (1) mengajukan 
permohonan dengan asesi mendaftarkan diri di LSP, (2) asesi 
memilih TUK, (3) LSP menunjuk asesor untuk konsultasi pra uji 
kompetensi, (4) Asesor mengumpulkan bukti di TUK bersama 
asesi, (5) asesor melaporkan hasil uji kompetensi ke LSP, (6) 
LSP membentuk komite teknik bila diperlukan kemudian, (7) 
komite teknik memberikan rekomendasi kepada LSP menganai 
keputusan apakah asesi kompeten atau belum kompeten 
berdasarkan laporan hasil uji kompetensi dari asesor, dan (8) 
pemberian sertifikat kompetensi kepada asesi. 
 
f. Prinsip Uji Kompetensi 
Dobson (2003:20) menyebutkan bahwa uji kompetensi 
harus memenuhi prinsip: (1) fair, (2) valid, (3) reliable, dan (4) 
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flexible. Dobson menyebutkan bahwa uji kompetensi dikatakan 
fair jika asesi memahami transparansi bukti kompetensi yang 
diambil pada saat proses uji kompetensi, tidak diskriminasi, 
memiliki kriteria performa yang jelas, dan memberikan 
kesempatan asesi untuk berdiskusi untuk menentukan 
keputusan. Valid menurut Dobson (2003:20) yaitu “Focusing on 
the areas described in the relevant competency standard” 
artinya focus pada kriteria yang relevan dengan standar 
kompetensi. Reliable artinya memberikan hasil yang konsisten 
jika dilakukan uji kompetensi berulang dengan situasi dan 
waktu yang berbeda. Flexible menurut Dobson (2003:20) 
adalah hasil uji kompetensi dapat diakses oleh asesi dan 
memberikan kesempatan asesi untuk mengetahui bagaimana 
cara mendapatkan atau mencapai kompetensi tersebut. 
Selanjutnya uji kompetensi harus mengukuti prinsip-
prinsip sebagai sesuai dengan Pedoman BNSP 301 Rev 1 (2011) 
klausul 9.2 yaitu: (1) valid, artinya : menilai apa yang 
seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus 
mencukupi serta terkini dan asli, (2) reliabel, artinya : penilaian 
bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama 
walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang 
berbeda. (3) fleksibel, artinya : penilaian dilakukan dengan 
metoda yang disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi 
tempat uji kompetensi, dan (4) adil, artinya : dalam penilaian 
39 
 
tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, dimana peserta 
harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada 
dengan tidak melihat dari kelompok mana dia berasal.  
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa prinsip dalam proses uji kompetensi adalah: (1) valid, 
artinya uji kompetensi harus dapat menilai standar kompetensi 
yang ingin dicapai, (2) reliabel, artinya memberikan hasil yang 
konsisten dalam situasi dan waktu yang berbeda, (3) fleksibel, 
artinya uji kompetensi dilakukan dengan metode yang 
berorientasi pada pencapaian kompetensi asesi, dan (4) adil, 
artinya proses dan hasil uji kompetensi memberikan 
transparansi kepada asesi untuk mengetahui kriteria yang 
diharapkan dan pencapaian hasil kerja tanpa ada diskriminasi. 
 
g. Aturan Bukti 
Aturan bukti dalam proses uji kompetensi dijelaskan 
dalam Modul BNSP P.854900.042.01 Mengakses Kompetensi 
Revisi 2017. Berikut ini adalah empat aturan bukti yang harus 
ditemukan ketika proses uji kompetensi. 
Valid artinya bukti dapat: (1) memperlihatkan elemen 
kompetensi dan kriteria unjuk kerja, (2) merefleksikan 
keteramilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana 
dikemukakan oleh unit kompetensi terkait, (3) memperlihatkan 
penggunaan sebagaimana dikemukakan pada batasan variabel, 
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(4) mendemonstrasikan kriteria keterampilan dan pengetahuan 
yang digunakan. Asli artinya bukti dapat: (1) menunjukan asesi 
pernah mengerjakan pekerjaan yang dimaksud dan (2) dapat 
diverifikasi (diakui). Terkini artinya bukti dapat: (1) 
mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan terkini 
asesi dan (2) memenuhi standar kekinian. Memadai artinya 
bukti dapat : (1) mendemonstrasikan kompetensi setiap saat, 
(2) mendemonstrasikan kompetensi secara berulang, dan (3) 
tidak berkurang kemampuan asesi.  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimulkan bahwa 
Bukti yang dikumpulkan dalam proses uji kompetensi harus 
memenuhi 4 aturan bukti yaitu: valid, asli, terkini, dan 
memadai/cukup. 
 
h. Paket (Kemasan) Kompetensi/Skema Sertifikasi 
1. Pengertian 
 Menurut Peraturan BNSP Nomor 4 Tahun 2014 
(PBNSP No.4 2014) tentang Pedoman Pengembangan dan 
Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi menyebutkan 
bahwa kemasan kompetensi merupakan sekumpulan unit 
kompetensi yang disepakati untuk jenjang kualifikasi 
tertentu dan/atau jabatan tertentu dan/atau kebutuhan 
spesifik dari industri yang didasarkan kepada standar 
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kompetensi kerja. Kemasan ini akan digunakan sebagai 
acuan dalam mengembangkan skema sertifikasi. 
 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
tahun 2013, skema sertifikasi kompetensi adalah 
persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan 
kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan 
standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang 
sama. 
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 
bahwa skema sertifikasi adalah kumpulan unit 
kompetensi/paket kompetensi/persyaratan yang 
disepakati untuk jenjang kualifikasi tertentu yang 
dilengkapi dengan persyaratan spesifik yang berkaitan 
dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu. 
2. Klasifikasi Skema Sertifikasi 
 Menurut PBNSP No.4 Tahun 2014 
mengklasifikasikan skema sertifikasi menjadi tiga jenis 
skema. Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (Skema Sertifikasi SKKNI) adalah skema 
sertifikasi yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang 
didasarkan standar kompetensi kerja maupun persyaratan 
lainya pada jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan 
pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. 
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 Skema Sertifikasi Okupasi Nasional (SON) adalah 
skema sertifikasi yang terdiri dari kumpulan unit 
kompetensi yang didasarkan standar kompetensi kerja 
maupun persyaratan lainya pada okupasi nasional sebagai 
acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. 
 Skema Sertifikasi Klaster adalah skema sertifikasi 
yang terdiri dari kumpulan unit kompetensi yang 
didasarkan standar kompetensi kerja maupun persyaratan 
lainya untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari industri 
atau pengguna sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi 
kompetensi kerja. 
 Skema sertifikasi diklasifikasikan sebagai paket 
(kemasan) KKNI, paket (kemasan okupasi nasional, atau 
paket (kemasan klaster). Kemasan KKNI dan kemasan 
okupasi ditetapkan leh otoritas pembina sektor, sedangkan 
kemasan klaster dikembangkan oleh komite skema LSP. 
Skema sertifikasi dikembangkan dengan mengacu pada 
kemasan kompetensi beserta persyaratan spesifik 
terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari 
seseorang. Skema sertifikasi diklasifikasikan secara sama 
sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi 
nasional, atau skema sertifikasi klaster. 
 Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa skema sertifikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 
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skema sertifikasi yaitu: (1) Skema Sertifikasi Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (Skema Sertifikasi SKKNI), 
(2) Skema Sertifikasi Okupasi Nasional (SON), dan (3) 
Skema Sertifikasi Klaster. 
3. Unsur Skema Sertifikasi 
 Pedoman BNSP 201 (2014:23) menyebutkan bahwa 
skema sertifikasi berisi unsur-unsur berikut: (1) lingkup 
sertifikasi dan unit kompetensi; (2) uraian tugas dan 
pekerjaan; (3) kompetensi yang dibutuhkan; (4) 
kemampuan (abilities), bila ada; (5) pra-syarat, bila ada; 
dan (f) kode etik, bila ada.  LSP harus menjamin bahwa 
skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara 
berkelanjutan dan sistematis. Skema sertifikasi merupakan 
paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan 
dengan kategori jabatan atau keterampilan.  
 Skema sertifikasi harus senantiasa dikembangkan 
melalui proses perumusan, validasi, penetapan, verifikasi, 
dan kaji ulang (PBNSP No.4 2014 Klausul 8.1). 
Pengembangan skema sertifikasi berasal dari: (1) instansi 
pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, (2) 
perusahaan/industri tertentu, (3) institusi pendidikan, (4) 
masyarakat industri, dan (5) asosiasi profesi. Berikut ini 





Menurut Pedoman BNSP 201 Tahun 2014 yang dimaksud 
kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. 
Selanjutnya lebih jauh Storey, et.al. (2018:8) menjelaskan 
“Competence is the knowledge, skills, abilities and behaviours that a 
practitioner needs to perform their work to a professional 
standard…….” Artinya, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, 
kemampuan, dan perilaku yang diperlukan praktisi untuk melakukan 
pekerjaan mereka sesuai dengan standar professional. 
Selanjutnya Hartig dan Klieme (2006:131) dalam Rauner, 
Felix et.al. (2013:9) menyebutkan ciri-ciri kompetensi yaitu 
“contextualized ability to respond adequately to specific situations and 
demands, can be learned and is acquired through experience with 
specific situations and demands, Internal structure is determined 
situations and demands”  yang artinya, kompetensi merupakan 
kemampuan kontekstual untuk merespon dengan cukup terhadap 
situasi dan permintaan spesifik, dapat dipelajari dan didapatkan 
melalui pengalaman dengan situasi dan permintaan yang spesifik, dan 
terbentuk karena situasi dan permintaan. 
Selanjutnya Dobson (2003:8) memberikan defenisi 
kompetensi, yaitu:  
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“A competency is defined in terms of what a person is required 
to do (performance), under what conditions it is to be done 
(conditions) and how well it is to be done (standards)”. 
 
Pengertian dari pernyataan Dobson di atas menjelaskan 
kompetensi didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang diharuskan 
untuk melakukan suatu pekerjaan (kinerja), dengan (kondisi) yang 
telah ditentukan dan apa yang dikerjakan tersebut memenuhi 
ketentuan yang telah ditetapkan (standar).  
Berdasarkan beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan 
bahwa kompetensi adalah kemampuan kontekstual untuk merespon 
situasi dan permintaan spesifik seseorang (praktisi) yang mencakup 
aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap 
(attitude) untuk melakukan suatu deskripsi kerja atau kondisi 
pekerjaan tertentu sesuai dengan standar profesional yang telah 
ditetapkan pada bidang kerjanya dan dipelajari dan didapatkan melalui 
pengalaman dengan situasi dan permintaan yang spesifik, serta 
terbentuk karena situasi dan permintaan. 
Kompetensi didapatkan melalui proses pendidikan dan 
pelatihan serta pengalaman kerja. Kompetensi yang dimaksud 
mencakup 5 dimensi kompetensi sesuai dalam Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2015 halaman 
166 yaitu: (1) melaksanakan tugas-tugas individu (task skill), (2) 
mengatur sejumlah tugas yang berbeda didalam satu waktu pekerjaan 
(task management skill), (3) merespon ketidakteraturan dan masalah-
masalah dalam pekerjaan rutin (contingency management skill), (4) 
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memenuhi tanggungjawab dan harapan-harapan dari lingkungan kerja 
(job/role environment skill), termasuk bekerja dengan orang lain, dan 
(5) mengadaptasi persyaratan /standar/produk baru dalam pekerjaan 
lainnya (transfer skills). 
 
 
8. Hasil Uji Kompetensi 
Pengertian hasil menurut KBBI dalam laman www.kbbi.web.id 
adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha atau akibat kesudahan dari 
pertandingan, ujian dan sebagainya. Hasil dapat dikatakan ada karena 
usaha atau akibat kesudahan suatu hal. Setelah mengetahui hasil 
dapat pula diketahui usaha yang telah dilakukan seseorang. 
Pengertian uji kompetensi menurut penjelasan sebelumnya 
adalah proses pengumpulan bukti, penilaian atau metode evaluasi 
kepada seseorang (peserta uji kompetensi) untuk mengukur 
pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bekerja yang mencakup 
lima dimensi kompetensi dan sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dalam skema sertifikasi tertentu.  
Selanjutnya Menurut Pedoman BNSP 304 (2004), adapun 
hasil dari uji kompetensi adalah keputusan akhir berupa kompeten (K) 
dan belum kompeten (BK) dari Lembaga Sertifikasi Profesi berdasarkan 
rekomendasi Asesor kepada peserta uji kompetensi karena dinyatakan 
kompeten atau belum kompeten terhadap ujian praktik (penilaian 
unjuk kerja) dari seluruh unit kompetensi maupun kualifikasi 
kompetensi yang diujikan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan 
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sebelumnya mendapat rekomendasi melanjutkan ke tahap berikutnya 
dari tahap pra penilaian. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan hasil uji 
kompetensi adalah adalah keadaan berupa keputusan akhir yang 
berbentuk rekomendasi kompeten (K) atau belum kompeten (BK)  
yang merupakan pemberian keputusan LSP berdasarkan rekomendasi 
Asesor setelah melakukan pengumpulan bukti dan penilaian terhadap 
pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bekerja yang mencakup 
lima dimensi kompetensi yang sudah dilakukan peserta uji kompetensi 
di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan sebelumnya mendapatkan 
rekomendasi pada tahap pra penilaian. Hasil uji kompetensi ditunjukan 
dengan jumlah peserta uji kompetensi yang mendapatkan predikat 
kompeten (K) atau belum kompeten (BK). Seorang peserta uji 
kompetensi dinyatakan kompeten jika seluruh unit kompetensi 
dinyatakan kompeten. 
 
9. Sebaran Unit Kompetensi 
Pengertian sebaran menurut KBBI berasal dari kata sebar atau 
bersebar yang artinya berserak, bertabur atau berpencar, sementara 
sebaran sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang disebarkan 
(www.kbbi.web.id). Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) dapat diartikan persebaran benda dalam suatu wilayah geografi 
tertentu (www.kbbi.web.id). Berdasarkan berbagai penjelasan 




Unit kompetensi berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah 
komponen/bagian dari standar kompetensi yang berupa uraian tugas, 
fungsi, peran atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar 
kompetensi serta menunjukan wilayah kompetensi secara umum. Unit 
kompetensi terdiri dari elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. 
Berdasarkan penjelasan di atas makan dapat disimpulkan 
bahwa sebaran unit kompetensi adalah distribusi unit kompetensi 
peserta uji kompetensi yang merupakan komponen/bagian dari 
standar kompetensi berupa uraian tugas, fungsi, peran, atau pekerjaan 
yang mendukung tercapainya standar kompetensi dan menunjukan 
wilayah kompetensi secara umum. Sebaran unit kompetensi 
ditunjukan dengan jumlah peserta uji kompetensi yang dinyatakan 
kompeten atau belum kompeten sehingga menyebabkan peserta 
dinyatakan kompeten atau belum kompeten dalam suatu skema 
sertifikasi. 
 
10. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
a. Pengertian LSP 
Menurut Profesi PP No.23 Tahun 2004, Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana kegiatan 
sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari 
Badan Nasional Sertifikasi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 
BNSP No. 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga 
Sertifikasi Profesi, LSP adalah lembaga yang mendapatkan 
lisensi dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi dan 
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sertifikasi kompetensi kerja. Sedangkan menurut Pedoman 
BNSP 301 Tahun 2011 LSP adalah lembaga pelaksana uji 
kompetensi yang mendapatkan lisensi dari BNSP. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan 
bahwa LSP adalah lembaga yang merupakan kepanjangan 
tangan dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 
termasuk di dalamnya yaitu uji kompetensi. 
b. Tugas dan wewenang 
LSP memiliki fungsi sebagai sertifikator yaitu yang 
menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. LSP memiliki tugas 
sebagai berikut: (1) membuat materi uji kompetensi, (2) 
menyediakan tenaga penguji (asesor), (3) melakukan uji 
kompetensi, (4) menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada 
KKNI, (5) menjaga kinerja asesor dan TUK, (6) membuat materi 
uji kompetensi, (7) pengembangan skema sertifikasi (PP No. 23 
Tahun 2004). 
Tugas LSP yang termaktub dalam Peraturan BNSP No.2 
Tahun 2014 adalah: (1) menyusun dan mengembangkan 
skema sertifikasi, (2) membuat perangkat uji kompetensi dan 
materi uji kompetensi, (3) menyediakan tenaga penguji 
(asesor), (4) melaksanakan sertifikasi, (5) melaksanakan 
surveilan pemeliharaan sertifikasi, (6) menetapkan 
persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK, (7) 
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memelihara kinerja asesor dan TUK, serta (8) mengembangkan 
pelayanan sertifikasi. 
Wewenang LSP antara lain adalah: (1) menerbitkan 
sertifikat kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP, (2) 
mencabut sertifikat kompetensi, (3) memberikan sanksi kepada 
asesor dan TUK yang melanggar aturan, (4) mengusulkan 
skema baru, (5) mengusulkan dan menetapkan biaya uji 
kompetensi (PBNSP No.2 Tahun 2014:11). 
c. Klasifikasi LSP 
Berdasarkan Peraturan BNSP No.2 Tahun 2014 
menyebutkan terdapat klasifikasi LSP berdasarkan 
pembentukannya. LSP pihak kegita atau disingkat LSP-P3 
adalah LSP yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 
terhadap sektor atau profesi tertentu dengan ketentuan BNSP. 
LSP-P3 diperuntukan untuk kepentingan bersama secara 
nasional, LSP ini didirikan oleh asosiasi industri dan/atau 
profesi. 
LSP Pihak kedua adalah LSP adalah LSP yang 
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terdahap SDM atau 
karyawan dari berusahaan lain menjadi mitra. LSP-2 ini 
didirikan oleh industri atau instansi. LSP Pihak Kesatu Industri 
adalah LSP yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 
terhadap SDM atau karyawan diri suatu perusahaan. LSP Pihak 
Kesatu Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah LSP 
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yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap 
peserta lembaga induknya. LSP ini didirikan oleh lembaga 
pendidikan dan/pelatihan. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan LSP 
diklasifikasikan menjadi tiga jenis. LSP-P3, LSP-P2, LSP-P1-I, 
LSP-P1. LSP-P3 diperuntukan bagi profesi/sector tertentu untuk 
kepentingan bersama secara nasional. LSP-P2 diperuntukan 
bagi karyawan perusahaan untuk sendiri dan mitranya untuk 
menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi. LSP-P1-I 
diperuntukan bagi Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan. 
Berdasarkan data website BNSP per tanggal 20 Maret 
2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 20 LSP. 
Adapun rincian dari 20 LSP tersebut adalah 4 LSP-P3 dan 16 
LSP- P1. Dari 16 LSP-P1 tersebut, 9 LSP-P1 diantaranya 
merupakan SMK dari berbagai bidang keahlian. LSP-P1 yang 
merupakan SMK, yaitu: SMK SMTI Yogyakarta, SMK Negeri 1 
Bantul, SMK Negeri 1 Kalasan, SMK Negeri 4 Yogyakarta, SMK 
Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Depok Sleman, SMK Negeri 
5 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 
Yogyakarta.  
Satu-satunya LSP-P3 bidang otomotif yang berada di 
DIY adalah LSP Otomotif Indonesia. LSP Otomotif Indonesia 
yang memiliki peran memastikan dan memelihara kompetensi 
bidang otomotif di wilayah DIY dan sekitarnya. LSP-P3 juga 
52 
 
memiliki fungsi sebagai sertifikator dan pengembang perangkat 
uji kompetensi dan standar kompetensi. 
 
 Hasil Penelitian yang Relevan 
 Penelitian yang relevan adalah penelitian Fathurrochim (2017) 
dengan skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Uji Kompetensi di Tempat Uji 
Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan Lembaga Sertifikasi Profesi Sekolah 
Menengah Kejuruan Se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini memaparkan 
kondisi pelaksanaan uji kompetensi di dua sekolah yaitu SMK N 2 
Yogyakarta dan SMK N 3 Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
terlihat bahwa unit kompetensi yang paling banyak dinyatakan kompeten 
adalah pada unit kompetensi melaksanakan pemeliharaan/servis 
komponen. Peserta yang belum kompeten pada unit kompetensi memiliki 
kesulitan pada aspek pengetahuan terbanyak terdapat pada skema 
sertifikasi pemeliharaan/servis chasis sedangkan untuk aspek keterampilan 
terbanyak pada skema sertifikasi Tune Up Sistem Injeksi di LSP yang sama 
(55% peserta memiliki kesulitan). 
 Penelitian yang relevan yang ketiga adalah penelitian dilakukan oleh 
Sulistyono (2017) dalam tesisnya yang berjudul Manajemen Uji Kompetensi 
Keahlian Praktik Kejuruan Semester Gasal Kelas XII Teknik Kendaraan 
Ringan (TKR) SMK Negeri 2 Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017. Tesis 
yang disusun Sulistyono (2017) mendeskripsikan perencanaan uji 
kompetensi keahlian praktik kejuruan semester gasal kelas XII TKR SMKN2 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017 yaitu pengembangan dilakukan oleh 
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guru dengan karakteristik sesui dengan silabus dan RPP yang telah 
diajarkan di sekolah. Selanjutnya pelaksanaan pengujian dilakukan oleh 
guru yang memilliki pengalaman dalam aspek pengetahuan, keterampilan 
dan sikap serta memiliki sertifikat kompetensi keahlian. Pelaksanaan uji 
kompetensi memperhatikan kesiapan siswa, alat, bahan dan soal yang 
diujikan. Evaluasi pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian dari 
evaluasi kurikulum untuk mengkaji ketersediaan, keterpahaman, dan 
kebermanfaatan dari dokumen administrasi uji kompetensi keahlian TKR. 
 Penelitian Gunadi, Usman, T., Nugraha, B.S. (2014) yang berjudul 
Identifikasi Kompetensi SMK Program Studi Otomotif Dalam Rangka 
Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 menunjukan bahwa Kompetensi 
yang diharapkan sekolah dan DUDI guna pengembangan kurikulum 2013 
adalah menggambar dengan autocad dan/atau 3D max, spooring, serta 
memelihara hidroulik power steering, mengukur dan menganalisis emisi 
kendaraan, memelihara hydraulic power steering (HPS), menganalisis 
kerusakan pada sistem wiring diagram, serta melakukan diagnosa 
kerusakan. 
 Penelitian Santosa (2014) berjudul Pengembangan Model Uji 
Kompetensi Terpadu di Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Otomotif. 
Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and 
Development (R&D) yang bertujuan untuk menemukan model uji 
kompetensi terpadu yang layak diimplementasikan di SMK bidang keahlian 
otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan dimana model 
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tersebut berupa pemaduan antara proses pembelajaran dan penilaian/ujian 
dalam uji kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan model uji kompetensi 
terpadu layak diimplementasikan di SMK bidang keahlian otomotif 
kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 
 Hasil Penelitian berjudul Implementasi Uji Kompetensi dan 
Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lulusan SMK Negeri Bidang Teknologi di 
Provinsi Bali oleh Santiyadnya (2011) menunjukan bahwa untuk mencapai 
kompetensi keahlian terdapat berbagai pertimbangan, antara lain: 
perkembangan teknologi, perkembangan teknologi, pasar kerja, 
pertambahan penduduk, perubahan pola kerja, konsep keunggulan lokal, 
sarana prasarana, jumlah dan mutu guru.  
 Hasil penelitian Wijanarka (2008) yang berjudul Kesesuaian Materi 
Kompetensi Proses Pemesinan Terhadap Standar Kompetensi NIMS Pada 
Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY memberikan gambaran bahwa 
terdapat kesenjangan antara kompetensi yang diajarkan di lembaga 
pendidikan dan pelatihan dengan standar kompetensi NIMS pada level I 
dan II, sedangkan pada level III belum ada yang diajarkan kepada peserta 
didik.  








 Kerangka Berpikir 
 Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting bagi 
pembangunan negara. Kualitas daya saing SDM Indonesia berada pada 
posisi yang belum optimal sehingga memerlukan perhatian. Maaslah angka 
pengangguran yang begitu tinggi yang menunjukan bahwa kualitas SDM 
Indonesia masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan 
kerja di Indonesia. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka pendidikan 
tingkat menengah kejuruan menjadi penyumbang pengangguran terbuka. 
Padahal lulusan tingkat pendidikan menengah kejuruan diharapkan 
menjadi dapat menjadi tenaga kerja yang siap kerja dan kompeten.   
 Lembaga sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia yang merupakan 
LSP-P3 berlisensi BNSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dengan 
cara melakukan uji kompetensi di bidang Otomotif se-Daerah istimewa 
Yogyakarta. LSP Otmotif Indonesia telah melaksanakan uji kompetensi 
sejak tahun 2015. Pada tahun 2017 hasil uji kompetensi peserta dari DIY 
menunjukan angka yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peserta 
yang berasal dari luar DIY. Pada tahun 2017 persentase peserta dari DIY 
yang dinyatakan kompeten sebanyak 67,17% berada di bawah peserta 
yang berasal dari luar DIY yaitu sebanyak 81,37%. LSP Otomotif Indonesia 
melaksanakan uji untuk skema sertifikasi bidang teknisi otomotif. Hal ini 
menjadi pertanyaan mengapa jumlah peserta uji kompetensi dari DIY yang 
dinyatakan kompeten rendah. Sebenarnya apa yang meyebabkan peserta 
uji kompetensi dari DIY banyak yang dinyatakan belum kompeten jika 
ditinjau dari skema sertifikasi yang diujikan. 
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 Skema sertifikasi yang diujikan di LSP Otomotif Indonesia ternyata 
terdiri dari beberapa unit kompetensi yang menunjukan kompetensi 
peserta uji kompetensi. Unit kompetensi menunjukan penguasaan peserta 
terdahap pengetahuan keterampilan dan sikap kerja. Ada peserta yang 
dinyatakan tidak kompeten pada skema sertifikasi yang diujikan. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan pada unit kompetensi mana yang pesertanya 
paling banyak dinyatakan belum kompeten sehingga menyebabkan peserta 
tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan 
skema sertifikasi sehingga dinyatakan belum kompeten.   
 Hasil uji kompetensi merupakan keputusan akhir berdasarkan 
proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh asesor di Tempat Uji 
Kompetensi (TUK). Hasil uji kompetensi menggambarkan kemampuan 
seseorang dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bekerja 
pada skema sertifikasi tertentu. Hasil uji kompetensi memberi keputusan 
apakah peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten atau belum 
kompeten. Hasil uji kompetensi dapat digunakan sebagai parameter 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing dalam bekerja.  
 Hasil uji kompetensi didapatkan dari tiga skema sertifikasi yang 
diujikan yaitu skema 01 Service dan Pemeliharaan 5.000 Km Sepeda Motor 
Karburator, 02 Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan 
Konvensional, dan skema 03 Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Injeksi. Hasil uji kompetensi pada skema sertifikasi yang 
ada dijumlahkan dan dihitung persentase peserta uji kompetensi yang 
dinyatakan kompeten pada masing-masing skema sertifikasi. Skema 
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sertifikasi yang memiliki hasil uji kompetensi paling rendah menunjukan 
perlunya perhatian khusus dari lembaga pendidikan dan pelatihan dalam 
merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran. 
 Sebaran unit kompetensi di LSP Otomotif Indonesia merupakan 
distribusi kompetensi peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum 
kompeten pada skema sertifikasi tertentu. Sebaran unit komptensi 
ditunjukan dengan jumlah peserta uji komptensi yang dinyatakan belum 
kompeten pada unit kompetensi dalam satu skema sertifikasi tertentu. 
Selanjutnya dicari unit kompetensi yang pesertanya paling banyak belum 
kompeten sehingga menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten 
pada skema sertifikasi yang diujikan di LSP Otomotif Indonesia.  
 Pemetaan hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi yang 
pesertanya paling banyak dinyatakan belum kompeten dapat menjadi 
bahan evaluasi baik bagi peserta uji, lembaga pendidikan dan pelatihan 
maupun LSP. Unit kompetensi yang pesertanya paling banyak dinyatakan 
belum kompeten menunjukan rendahnya kompetensi dan penyebab 
peserta dinyatakan belum kompeten sehingga perlu perhatian khusus dan 
tindak lanjut dari lembaga pendidikan dan pelatihan dalam merencanakan 
dan menyelenggarakan pembelajaran agar fokus pada unit kompetensi 
yang peertanya paling banyak dinyatakan belum kompeten serta bagi LSP 
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi selanjutnya. Hubungan 
antara variabel hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi yang 
menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan belum kometen dapat 
dilihat pada diagram kerangka berpikir penelitian di bawah ini. 
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Gambar 3. Skema Kerangka Berpikir Analisis Hasil Uji Kompetensi di LSP 
Otomotif Indonesia Se-DIY Tahun 2017 
 
 Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari DIY di LSP 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 pada skema 01 (Service & 
Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor)? 
2. Bagaimana hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari DIY di LSP 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 pada skema 02 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional)? 
3. Bagaimana hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari DIY  di LSP 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 pada skema 03 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Injeksi)? 
4. Jika dilihat pada skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda 
Motor), Pada unit kompetensi apa peserta uji kompetensi paling banyak 
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5. Jika dilihat pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Konvensional), pada unit kompetensi apa peserta uji 
kompetensi paling banyak dinyatakan belum kompeten? 
6. Jika dilihat pada skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Injeksi), pada unit kompetensi apa peserta uji 






 Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari 
penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, 
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 
yang akan diteliti yaitu hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi. 
 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: (1) 
mengidentifikasi permasalahan penelitian yang terjadi di Lembaga 
Sertifikasi Profesi; (LSP), (2) membatasi dan merumuskan permasalahan 
secara jelas; (3) menentukan tujuan dan manfaat penelitian; (4) 
melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan; (5) 
menentukan kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian; (6) menentukan 
subjek penelitian, (7) menyusun instrumen pengumpulan data berupa 
lembar hasil uji kompetensi dan lembar sebaran unit kompetensi, (8) 
mengambil data di LSP, (9) menganalisis data menggunakan teknik analisis 
kuantitatif; dan (10) membuat laporan hasil penelitian. 
 
 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di LSP Otomotif Indonesia yang 
beralamat di Jalan Kyai Mojo No.70 Lantai 3 Kantor  BLPT  Yogyakarta Kode 
Pos 55243, Telpon 0274 – 523021. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 




 Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian ini adalah seluruh peserta uji kompetensi (Asesi) 
dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar dan telah mengikuti uji 
kompetensi di LSP Otomotif Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebanyak 
198 peserta uji kompetensi (Asesi). 
 
 Definisi Operasional Variabel 
 Definisi operasional variabel menjelaskan definisi masing-masing 
vaiabel disesuaikan dengan konteks penelitian. Definisi operasional variabel 
dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat tentang variabel yang 
diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai 
berikut. 
 
1. Hasil Uji Kompetensi 
Hasil uji kompetensi dalam penelitian ini adalah angka yang 
menunjukan persentase jumlah peserta dari Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) yang dinyatakan kompeten (K) dibandingkan dengan 
jumlah seluruh peserta dari DIY yang mengikuti uji kompetensi pada 
skema sertifikasi di LSP Otomotif Indonesia pada tahun 2017.  
 
2. Sebaran Unit Kompetensi Penyebab Peserta Uji Kompetensi 
Dinyatakan Belum Kompeten.  
Sebaran unit kompetensi penyebab peserta uji kompetensi 
dinyatakan belum kompeten dalam penelitian ini adalah angka yang 
menunjukan persentase jumlah unit kompetensi peserta uji kompetensi 
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dari DIY yang dinyatakan belum kompeten (BK) pada skema sertifikasi 
dibandingkan dengan jumlah peserta uji kompetensi dari DIY yang 
dinyatakan belum kompeten (BK) pada skema sertifikasi yang diujikan 
di LSP Otomotif Indonesia pada tahun 2017.  
 
 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi. Dokumen merupakan peristiwa yang telah berlalu. 
Data yang akan diteliti dalam penelitian ini telah ada terlebih dahulu baru 
kemudian diambil dan diteliti. Data hasil uji kompetensi dan sebaran unit 
kompetensi pada tiap unit kompetensi didapatkan dari Lembar FR-MAK 04 
Keputusan dan Umpan Balik Asesmen dan dikoreksi lagi pada berita acara 
setelah proses uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor kompetensi 
setelah proses asesmen berakhir. Dokumen yang diambil datanya adalah 
dokumen hasil uji kompetensi yang disimpan oleh LSP yang telah 
melaksanakan uji kompetensi di TUK di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 
tahun 2017. 
 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 
yaitu Lembar Hasil Uji kompetensi dan Lembar Hasil Sebaran Unit 
Kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian disusun dan dikembangkan berdasarkan definisi operasional 
variabel penelitian yang berasal dari kajian teori dan konsep sehingga 
pembentuk kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian 
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selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam membuat instrumen 
penelitian. 
 Data hasil uji kompetensi didapatkan dengan instrumen penelitian 
berupa Lembar Hasil Uji Kompetensi sedangkan data sebaran unit 
kompetensi yang menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan belum 
kompeten didapatkan dengan instrumen Lembar Hasil Sebaran Unit 
Kompetensi. Bila dilihat dari sumber datanya, data yang diambil dalam 
penelitian ini adalah sumber sekunder karena merupakan data yang sudah 
diambil sebelumnya oleh Asesor Kompetensi. 
1. Lembar Hasil Uji Kompetensi 
Instrumen yang digunakan untuk mengambil data hasil uji 
kompetensi adalah Lembar Hasil Uji Kompetensi. Lembar Hasil Uji 
Kompetensi digunakan untuk melakukan pengambilan data hasil uji 
kompetensi yang telah dilaksanakan LSP Otomotif Indonesia pada 
tahun 2017. Lembar Hasil Uji Kompetensi dapat memudahkan peneliti 
dalam proses pengambilan data dan rekapitulasi dokumen hasil uji 
kompetensi di LSP Otomotif Indonesia pada tahun 2017. Sebelum 
menyusun instrumen lembar hasil uji kompetensi diperlukan kisi-kisi 
instrumen penelitian. Pembuatan kisi-kisi instrumen disusun 
berdasarkan landasan teori mengenai hasil uji kompetensi. Berikut ini 





Tabel 2. Kisi-Kisi Butir Instrumen Lembar Hasil Uji Kompetensi 
Aspek Butir Instrumen 
Identitas 
Penyelenggara 
Nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
Tahun Uji Kompetensi 
Skema Sertifikasi 
Jumlah Unit Kompetensi 




Hasil Uji Kompetensi Hasil Akhir 
 
Berdasarkan tabel kisi-kisi instrumen penelitian di atas dapat 
dibuat dan dikembangkan instrumen Lembar Hasil Uji Kompetensi 
seperti yang disajikan di bawah ini. 
Tabel 3. Lembar Hasil Uji Kompetensi 
Lembar Hasil Uji Kompetensi 
LSP :  
Tahun Uji Kompetensi :  
Skema Sertifikasi :  
Jumlah Unit Kompetensi :  
 







1    
2    
3    
4    
5    
…    
Jumlah   
 






   
(Nama Ketua LSP 
Otomotif) 




Lembar Hasil Uji Kompetensi yang telah terisi penuh sejumlah 
198 peserta uji kompetensi diolah menggunakan bantuan program 
Microsoft Excel untuk dianalisis sebaran hasil uji kompetensi 
berdasarkan hasil dokumentasi yang telah didapatkan. 
 
2. Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi  
Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji Kompetensi 
digunakan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengambilan 
data dan rekapitulasi dokumen hasil uji kompetensi di LSP Otomotif 
Indonesia. Sebelum menyusun instrumen lembar hasil uji kompetensi 
diperlukan kisi-kisi instrumen penelitian. Pembuatan kisi-kisi instrumen 
disusun berdasarkan landasan teori mengenai sebaran unit 
kompetensi. Berikut ini adalah kisi-kisi untuk pembuatan instrumen 
penelitian Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji 
Kompetensi. 
Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi 
Peserta Uji Kompetensi. 
Aspek Butir Instrumen 
Identitas Penyelenggara 
Nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
Tahun Uji Kompetensi 
Skema Sertifikasi 
Jumlah Unit Kompetensi 
Tempat Uji Kompetensi 
Wilayah 
Identitas Peserta 
Nomor Urut Peserta 
Nama Asesi 
Sebaran Unit Kompetensi Hasil Sebaran Unit Kompetensi 




Berdasarkan tabel kisi-kisi instrumen penelitian di atas dapat 
dibuat dan dikembangkan Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi 
seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 5. Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi 
Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi 
 
LSP : Jumlah Unit Kompetensi :  
Tahun Uji Kompetensi : TUK :  
Skema Sertifikasi : Wilayah :  
 
No Nama Asesi Unit Kompetensi Asesor 
1  1 2 3 …  
2       
3       
4       
…       
Jumlah      
 






   
(Nama Ketua LSP 
Otomotif) 
 (Nama Mahasiswa) 
 
Lembar Hasil Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji Kompetensi 
yang telah terisi penuh sejumlah 198 peserta uji kompetensi diolah 
menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan Microsoft Word 
untuk dianalisis sebaran hasil uji kompetensi berdasarkan hasil 





 Validitas Instrumen Penelitian 
 Hal yang akan diukur pada penelitian ini adalah hasil uji kompetensi 
dan sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi berdasarkan skema 
sertifikasi yang diujikan. Widoyoko (2012:141) menjelaskan instrumen 
dikatakan valid apabila dapat mengukur dengan benar apa yang hendak 
diukur. Sugiyono (2008:121) menambahkan bahwa hasil penelitian 
dikatakan valid apabila instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya 
diukur. Instrumen dapat dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 
diinginkan oleh peneliti dan dapat mengungkap data dari variabel 
penelitian dengan tepat. 
 Validitas konstruk mengacu pada sejauh mana suatu instrumen 
mengukur konsep dari suatu teori, yaitu menjadi dasar penyusunan 
instrumen. Validitas konstruk instrumen penelitian ini didapatkan setelah 
memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran secara rasional. 
Pengujian validitas konstruk instrumen penelitian ini menggunakan 
pendapat para ahli (expert judgement). Dalam hal ini setelah instrumen 
dikonstruksi tentang aspek-aspek yang diukur berlandaskan definisi, 
konsep dan teori selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli. Dalam 
penelitian ini ahli akan memberikan keputusan apakah instrumen dapat 
digunakan tanpa perbaikan, dengan perbaikan atau dirombak total. Validasi 
instrumen penelitian dilakukan langsung oleh pembimbing Tugas Akhir 
Skripsi sekaligus validator instrumen penelitian yang merupakan Dosen 
Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
yaitu Bapak Moch. Solikin, M.Kes. 
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 Setelah mendapatkan hasil validitas konstrak instrumen penelitian 
untuk variabel hasil uji kompetensi dan sebaran hasil uji kompetensi berupa 
lembar hasil uji kompetensi dan lembar sebaran unit kompetensi maka 
dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah instrumen yang valid sehingga hasil penelitian yang 
dihasilkan dapat dipercaya jika digunakan untuk mengukur hasil uji 
kompetensi di LSP Otomotif Indonesia. 
 
 Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis kuantitatif berdasarkan data hasil penelitian yang telah 
didapatkan dari lembar hasil uji kompetensi dan lembar sebaran unit 
kompetensi peserta uji kompetensi. Data hasil uji kompetensi dan sebaran 
unit kompetensi berupa data dikotomi nol (0) dan satu (1). Berikut ini 
adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 
masalah dan pertanyaan penelitian. 
1. Penjumlahan 
Menurut Faizatin (2012:8) penjumlahan adalah salah satu 
operasi aritmetika dasar. Penjumlahan merupakan penambahan dua 
bilangan menjadi suatu bilangan yang merupakan jumlah. 
Penambahan lebih dari dua bilangan dapat dipandang sebagai operasi 
penambahan yang berulang. Prosedur ini dikenal sebagai penjumlahan 
total (summation), yang mencakup juga penambahan dari barisan 
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bilangan tak hingga banyaknya (infinitie). Sehingga dapat dirumuskan 
seperti rumus berikut ini. 
𝚺𝑿𝒏 = 𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 + ⋯ 𝑿𝒏 
Keterangan: 
Σ𝑋𝑛 = Hasil Penjumlahan sebanyak n bilangan 
𝑋1 = Bilangan/Data ke-1 
𝑋2 = Bilangan/Data ke-2 
𝑋𝑛 = Bilangan/Data ke-n 
 
Penjumlahan digunakan untuk menentukan jumlah data pada 
tiap-tiap kelompok. Kelompok yang dicari jumlahnya yaitu jumlah 
peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten dan belum 
kompeten, baik pada skema sertifikasi maupun pada unit kompetensi. 
 
2. Rata-rata/Mean (Me) 
Rata-rata/Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata atau 
mean didapatkan dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam 
kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada 
kelompok tersebut (Sugiyono, 2015:49). Rata-rata dapat dihitung 







Me = Mean untuk data bergolong 
Σfi = Jumlah data atau sampel 
Fi Xi = Produk perkalian antara fi pada tiap interval 
data dengan kelas (xi). Tanda kelas (xi) adalah 





Rata-rata digunakan untuk menentukan rata-rata data pada 
tiap-tiap kelompok. Kelompok yang dicari rata-ratanya yaitu rata-rata 
peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten dan belum 
kompeten, baik pada skema sertifikasi maupun pada unit kompetensi. 
 
 
3. Tabel Distribusi Frekuensi 
Tabel distribusi frekuansi digunakan untuk menggambarkan 
penyebaran frekuensi pada nilai-nilai variabel yang diamati. Data 
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram 
lingkaran, maupun diagram garis digunakan untuk penyajian data agar 
data lebih menarik, informatif dan mudah dipahami pembaca. 
Teknik tabel distribusi frekuensi digunakan untuk mengetahui 
hasil uji komptensi dan distribusi/sebaran kelulusan kompetensi 
peserta uji kompetensi berdasarkan unit kompetensi yang dicapai pada 
suatu skema sertifikasi. 
 
4. Standar Deviasi (SD)  
Jarak antara individu dengan rata-rata disebut simpangan 
(deviasi). Standar deviasi (SD) atau simpangan baku merupakan akar 
dari varians. Standar deviasi dapat digunakan untuk mengetahui 
tingkat variasi suatu kelompok. Standar deviasi atau simpangan baku 









𝑆𝐷 = Standar deviasi/Simpangan baku 
𝑥𝑖 = Data dengan tanda kelas 
?̅? = Rata-rata kelas 
𝑛 = Jumlah data 
 
Standar deviasi digunakan untuk menentukan besarnya 
simpangan data pada tiap-tiap kelompok. Kelompok yang dicari 
standar deviasinya yaitu data peserta uji kompetensi yang dinyatakan 
kompeten dan belum kompeten, baik pada skema sertifikasi maupun 
pada unit kompetensi. Selanjutnya digunakan untuk menentukan 
klasifikasi kecenderungan tingkat kelulusan peserta uji kompetensi. 
 
5. Distribusi Kecenderungan/Persentase 
Hasil akhir uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi peserta 
uji kompetensi di LSP Otomotif Indonesia disajikan dalam bentuk 
kecenderungan/persentase. Sehingga teknik analisisnya menggunakan 
distribusi kecenderungan/persentase yang disampaikan oleh Sudijono 
(2011:43) seperti yang ada pada rumus di bawah ini. 
 
 





𝑃 = Nilai persentase 
𝑓 = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 




Hasil uji kompetensi dan sebaran unit kompetensi pada skema 
sertifikasi, wulayah TUK, skema sertifikasi, dan menurut asesor 
kompetensi dapat diketahui melalui kecenderungan/persentase 
sebaran unit kompetensi. Peserta yang kompeten pada unit 
kompetensi artinya peserta dapat menunjukan Kriteria Unjuk Kerja 
(KUK) sesuai dengan SKKNI. Peserta uji kompetensi yang tidak 
kompeten berarti tidak dapat melaksanakan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) 
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan SKKNI ketika proses uji 
kompetensi. 
 
6. Klasifikasi Kecenderungan/Persentase 
Identifikasi kategori kecenderungan atau tinggi rendahnya 
tingkat kelulusan hasil uji kompetensi dalam penelitian ini didasarkan 
pada empat kategori dengan ketentuan klasifikasi kecenderungan 
menurut Mardapi. Berdasarkan acuan norma (Mardapi, 2008:123), 
perhitungan kategori kecenderungannya sebagai berikut. 
Tabel 6. Klasifikasi Kecenderungan 
Hasil Uji Kompetensi Persentase (%) Klasifikasi 
X > (M+1∙SD) X > 75,64 Sangat tinggi 
(M+1∙SD) > X ≥ M 75,64 > X ≥ 68,84 Tinggi 
M > X ≥ (M – 1∙SD) 68,84 > X ≥ 62,04 Rendah 
X < (M – 1∙SD) X < 62,04 Sangat Rendah 
 
Tabel klasifikasi di atas digunakan untuk mengidentifikasi hasil 
uji kompetensi pada masing-masing skema sertifikasi yang diujikan di 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Deskripsi Data 
Deskripsi data menjelaskan data hasil penelitian. Hasil penelitian 
didapatkan setelah melakukan kerja lapangan yaitu pengambilan data di 
LSP Otomotif Indonesia pada tanggal 23 Maret – 19 April 2018. Hasil yang 
didapatkan dari pengambilan data adalah dokumen-dokumen hasil uji 
kompetensi dari 198 peserta uji kompetensi pada tahun 2017. Peneliti 
selanjutnya melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan 
tabulasi serta teknik analisa statistik terhadap data yang telah diperoleh. 
Selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Data yang 
didapat pada penelitian adalah berupa hasil uji komptensi dan sebaran unit 
kompetensi yang menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten di LSP 
Otomotif Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017. 
1. Hasil Uji Kompetensi 
Data hasil uji kompetensi disajikan dalam bentuk tabel dan 
diagram untuk memudahkan dalam melihat kondisi hasil uji kompetensi 
di LSP Otomotif Indonesia se-DIY pada tahun 2017. Data hasil uji 
kompetensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Keputusan Akhir Hasil Pelaksanaan Uji 
Kompetensi LSP Otomotif Indonesia 198 Peserta dari DIY Tahun 2017 
Jumlah Peserta Uji 
Kompetensi 
Keputusan Akhir 
Kompeten Belum Kompeten 
198 67,17% (133) 32,83% (65) 
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Selanjutnya dibuat tabel untuk mengetahui jumlah peserta yang 
kompeten dan belum kompeten, serta tingkat kelulusan pada masing-
masing skema sertifikasi yang diujikan LSP Otomotif Indonesia 
sehingga dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini. 
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi LSP 
Otomotif Indonesia 198 Peserta dari DIY Tahun 2017 yang Dinyatakan 












































































Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 198 peserta 
skema sertifikasi yang pesertanya paling banyak dinyatakan kompeten 
adalah pada skema 02 (Service & Pemeliharaan 10000 KM Kendaraan 
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Ringan Konvensional) yaitu sebesar 75% (15) dari jumlah peserta yang 
mengambil skema tersebut dan termasuk kategori tinggi (75,64 > 75 
≥ 68,84), selanjutnya disusul skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 
KM Sepeda Motor) sebesar 70% (70) dan termasuk kategori tinggi 
(75,64 > 70 ≥ 68,84), selanjutnya skema 03 (Service & Pemeliharaan 
10000 KM Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebesar 61,54% (48) dan 
termasuk kategori sangat rendah (61,54 < 62,04). 
Berdasarkan data jumlah peserta kompeten dan belum 
kompeten pada tiap skema sertifikasi, selanjutnya dapat digambarkan 
diagram batang hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi di LSP 
Otomotif Indonesia dari DIY tahun 2017 yang akan menggambarkan 
perbandingan antara jumlah peserta yang dinyatakan kompeten dan 
yang dinyatakan belum kompeten pada masing-masing skema 
sertifikasi seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 4. Diagram Batang Hasil Uji Kompetensi Peserta Uji 




























































Hasil Uji Kompetensi Peserta Uji Kompetensi dari 
DIY di LSP Otomotif Indonesia pada 
Tahun 2017
Jumlah Peserta Jumlah Peserta Kompeten
Jumlah Peserta Belum Kompeten
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa 
dari 198 peserta uji kompetensi terbagi menjadi tiga skema sertifikasi. 
Tiga skema sertifikasi pada uji kompetensi di LSP Otomotif Indonesia 
tahun 2017 memiliki jumlah peserta yang berbeda-beda. Skema 
sertifikasi yang paling banyak pesertanya adalah skema 01 Service & 
Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor yaitu terdapat 100 peserta, 
selanjutnya disusul skema 03 Service & Pemeliharaan 10000 KM 
Kendaraan Ringan Injeksi terdapat 78 peserta yang mengikuti uji 
kompetensi, dan terakhir skema 02 Service & Pemeliharaan 10000 KM 
Kendaraan Ringan Konvensional yaitu sebanyak 20 peserta. 
2. Sebaran Unit Kompetensi 
Sebaran unit kompetensi dalam penelitian ini menggambarkan 
kompetensi peserta uji kompetensi pada suatu skema sertifikasi yang 
diujikan LSP Otomotif Indonesia pada tahun 2017. Skema sertifikasi 
dalam uji kompetensi LSP Otomotif Indonesia tahun 2017 terdiri dari 
unit-unit kompetensi. Unit-unit kompetensi pada setiap skema 
sertifikasi ini menentukan apakah peserta uji dinyatakan kompeten 
atau belum kompeten. Peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten 
apabila seluruh unit kompetensi dinyatakan kompeten. Jika setelah 
proses uji kompetensi selesai terdapat satu unit kompetensi yang 
dinyatakan belum kompeten maka peserta uji dinyatakan belum 




Selanjutnya untuk mengetahui sebaran unit kompetensi yang 
menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten pada skema 
sertifikasi yang diujikan perlu dipisahkan antara peserta yang 
dinyatakan kompeten dan belum kompeten kemudian dilakukan 
pengolahan data sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi yang 
dinyatakan belum kompeten untuk dicari penyebabnya. Berikut ini 
adalah data 65 peserta yang dinyatakan belum kompeten dari 198 
peserta dari DIY yang mengikuti uji kompetensi di LSP Otomotif 
Indonesia pada tahun 2017. 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi LSP 










Service & Pemeliharaan 10000 KM 
Kendaraan Ringan Konvensional 
7,70% (5) 
3 
Service & Pemeliharaan 10000 KM 
Kendaraan Ringan Injeksi 
46,15% (30) 
Jumlah 100% (65) 
  
Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat dibuat tabel 
distribusi frekensi sebaran unit kompetensi 30 peserta uji kompetensi 
dari DIY yang dinyatakan belum kompeten pada Skema 01 Service & 
Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor di Lembaga Sertifikasi Profesi 




Tabel 10. Distribusi Frekensi Sebaran Unit Kompetensi 30 Peserta Uji 
Kompetensi pada Skema 01 Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda 
Motor Karburator di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif Indonesia 
Tahun 2017 







1 OTO.SM01.001.01 (Mengikuti Prosedur 
Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan 
Lingkungan) 
1 3.33 
2 OTO.SM01.002.01 (Membaca dan 
Memahami Gambar Teknik) 
7 23.33 
3 OTO.SM01.003.01 (Menggunakan dan 
Memelihara Peralatan dan Perlengkapan di 
Tempat Kerja) 
12 40.00 
4 OTO.SM01.006.01 (Menggunakan dan 
Memelihara Alat Ukur) 
12 40.00 
5 OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine 
berikut Komponen-Komponennya) 
22 73.33 




7 OTO.SM02.006.01 (Memelihara Sistem 
Bahan Bakar Bensin) 
10 33.33 
8 OTO.SM02.007.01 (Memperbaiki dan 
Melakukan Overhaul Komponen Sistem 
Bahan Bakar Bensin) 
1 3.33 
9 OTO.SM02.014.01 (Memelihara Sistem 
Rem) 
17 56.67 
10 OTO.SM02.017.01 (Memeriksa Sistem 
Kemudi) 
8 26.67 
11 OTO.SM02.022.01 (Melepas, Memasang, 
dan Menyetel Roda) 
10 33.33 
12 OTO.SM02.024.01 (Memelihara 
Rantai/Chain) 
19 63.33 
13 OTO.SM02.026.01 (Menguji, Memelihara, 
dan Mengganti Baterai) 
19 63.33 
14 OTO.SM02.033.01 (Memperbaiki Sistem 
Pengapian) 
16 53.33 
Total - - 
Nilai Tertinggi 22 73,33 
Nilai Terendah 1 3,33 
Rata-rata 11,57 38,57 




Selanjutnya dapat dibuat grafik garis sebaran unit kompetensi 
yang menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan belum 
kompeten pada skema 01 seperti pada gambar di bawah ini. 
 
Gambar 5. Diagram Garis Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji 
Kompetensi yang Dinyatakan Belum Kompeten pada Skema 01 Servis 
dan Pemeliharaan 5.000 Km Sepeda Motor Karburator 
 
Pada skema 01 (Servis dan Pemeliharaan 5.000 Km Sepeda 
Motor Karburator) sebaran unit kompetensi diurutkan menurut unit 
kompetensi yang pesertanya paling banyak dinyatakan belum 
kompeten sehingga dapat diketahui 5 unit kompetensi dengan peserta 
uji kompetensi belum kompeten terbanyak dan menyebabkan peserta 









































SEBARAN UNIT KOMPETENSI PESERTA 
UJI KOMPETENSI YANG DINYATAKAN 
BELUM KOMPETEN PADA SKEMA 01 
SERVIS & PEMELIHARAAN 5.000 KM 
SEPEDA MOTOR KARBUTRATOR
JUMLAH PESERTA BELUM KOMPETEN
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Tabel 11. Lima Unit Kompetensi dengan Peserta Uji Kompetensi Belum 
Kompeten Terbanyak pada Skema 01 Servis dan Pemeliharaan 5.000 
Km Sepeda Motor Karburator di Lembaga Sertifikasi Profesi Otomotif 
Indonesia Tahun 2017 











OTO.SM02.026.01 Menguji, Memelihara, 
dan Mengganti Baterai  
63,3 2 
OTO.SM02.014.01 Memelihara Sistem Rem 56,7 3 




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa unit kompetensi 
yang paling banyak pesertanya dinyatakan belum kompeten sehingga 
menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten pada skema 01 
(Servis dan Pemeliharaan 5.000 Km Sepeda Motor Karburator) adalah 
OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine berikut Komponen-
komponennya) yaitu sebesar 73,3%. 
Selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensi sebaran 
unit kompetensi 5 peserta uji kompetensi dari DIY yang dinyatakan 
belum kompeten pada skema 02 Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Konvensional di Lembaga Sertifikasi Profesi 
Otomotif Indonesia pada tahun 2017 seperti yang disajikan dalam 




Tabel 12. Distribusi Frekensi Sebaran Unit Kompetensi 5 Peserta Uji 
Kompetensi pada Skema 02 Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Konvensional di Lembaga Sertifikasi Profesi 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 
























(Menggunakan dan Memelihara 




(Kontribusi komunikasi  di tempat kerja) 
0 0 
7 OTO.KR02.001.01 




















(Memperbaiki Sistem Pengapian) 
5 100 
Total - - 
Nilai Tertinggi 5 100 
Nilai Terendah 0 0 
Rata-rata 2 40 




Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat grafik garis sebaran unit 
kompetensi yang menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan 
belum kompeten pada skema 02 seperti pada gambar di bawah ini. 
 
Gambar 6. Diagram Garis Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji 
Kompetensi yang Dinyatakan Belum Kompeten pada Skema 02 Servis 
dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional 
 
 
Pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
SKendaraan Ringan Konvensional) sebaran unit kompetensi diurutkan 
menurut unit kompetensi yang pesertanya paling banyak dinyatakan 
belum kompeten sehingga dapat diketahui 5 unit kompetensi dengan 
peserta uji kompetensi belum kompeten terbanyak yang menyebabkan 















































SEBARAN UNIT KOMPETENSI PESERTA 
UJI KOMPETENSI YANG DINYATAKAN 
BELUM KOMPETEN PADA SKEMA 02 
SERVIS & PEMELIHARAAN 10.000 KM 
KENDARAAN RINGAN KONVENSIONAL
JUMLAH PESERTA BELUM KOMPETEN
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Tabel 13. Lima Unit Kompetensi dengan Peserta Uji Kompetensi Belum 
Kompeten Terbanyak pada Skema 02 Servis Dan Pemeliharaan 10.000 
Km Kendaraan Ringan Konvensional di Lembaga Sertifikasi Profesi 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 













Membaca dan Memahami 












Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa unit kompetensi 
yang paling banyak pesertanya dinyatakan belum kompeten sehingga 
menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten pada skema 02 
(Servis Dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional) 
adalah OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar 
Bensin) dan OTO.KR05.011.01 Memperbaiki Sistem Pengapian yaitu 
sebesar 100%. 
Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi sebaran unit 
kompetensi 30 peserta uji kompetensi dari DIY yang menyebabkan 
peserta dinyatakan belum kompeten pada skema 03 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) di Lembaga 




Tabel 14. Distribusi Frekensi Sebaran Unit Kompetensi 30 Peserta Uji 
Kompetensi pada Skema 03 Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Sistim Injeksi di Lembaga Sertifikasi Profesi 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 








(Membaca dan Memahami Gambar Teknik) 
4 13.33 
2 OTO.KR01.017.01 
(Menggunakan dan Memelihara Peralatan 
dan Perlengkapan Tempat Kerja ) 
4 13.33 
3 OTO.KR01.016.01 








(Kontribusi Komunikasi di Tempat Kerja) 
6 20.00 
6 OTO.KR02.001.01 












(Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur) 
17 56.67 
10 OTO.KR05.011.01 
(Memperbaiki Sistem Pengapian) 
17 56.67 
11 OTO.KR02.010.01 




(Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi) 
18 60.00 
13 OTO.KR05.012.01 
(Memelihara / Servis dan Memperbaiki 
Engine Manajemen sistem) 
23 76.67 
Total - - 
Nilai Tertinggi 23 76,67 
Nilai Terendah 4 13,33 
Rata-rata 10,75 35,83 




Selanjutnya dapat dibuat grafik garis sebaran unit kompetensi 
yang menyebabkan peserta uji kompetensi dinyatakan belum 
kompeten pada skema 03 seperti pada gambar di bawah ini. 
  
  
Gambar 7. Diagram Garis Sebaran Unit Kompetensi Peserta Uji 
Kompetensi yang Dinyatakan Belum Kompeten pada Skema 03 Servis 
dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi 
 
Pada skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebaran unit kompetensi diurutkan 
menurut unit kompetensi yang pesertanya paling banyak dinyatakan 
belum kompeten sehingga dapat diketahui 5 unit kompetensi dengan 
peserta uji kompetensi belum kompeten terbanyak dan menyebabkan 











































SEBARAN UNIT KOMPETENSI PESERTA 
UJI KOMPETENSI YANG DINYATAKAN 
BELUM KOMPETEN PADA SKEMA 03 
SERVIS & PEMELIHARAAN 10.000 KM 
KENDARAAN RINGAN SISTIM INJEKSI
JUMLAH PESERTA BELUM KOMPETEN
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Tabel 15. Lima Unit Kompetensi dengan Peserta Uji Kompetensi Belum 
Kompeten Terbanyak pada Skema 03 Servis Dan Pemeliharaan 10.000 
Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi di Lembaga Sertifikasi Profesi 
Otomotif Indonesia Tahun 2017 




























Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa unit kompetensi 
yang paling banyak pesertanya dinyatakan belum kompeten sehingga 
menyebabkan peserta dinyatakan belum kompeten pada skema 03 
(Servis Dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) 
adalah OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan Memperbaiki 
Engine Manajemen sistem) yaitu sebesar 76,7%. 
 
 Pembahasan Hasil Penelitian 
Pada pembahasan hasil penelitian berisi hasil analisis, interpretasi 
data dan dan pembahasan data hasil uji dan sebaran unit kompetensi 
peserta uji kompetensi berdasarkan referensi berupa kajian pustaka dari 




1. Hasil Uji Kompetensi 
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian diketahui rata-rata 
hasil uji kompetensi untuk skema sertifkasi (M) adalah sebesar 68,85 
dengan standar deviasi (SD) sebesar 6,80. Berdasarkan hasil 
perhitungan yang mengacu pada kriteria hasil uji kompetensi yang 
mengadopsi tabel klasifikasi Mardapi (2008:123) diketahui bahwa hasil 
uji kompetensi pada skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM 
Sepeda Motor Karburator) adalah sebesar 70% termasuk kategori 
tinggi, hasil uji kompetensi pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 
10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional) adalah sebesar 75% 
termasuk kategori tinggi, sedangkan hasil uji kompetensi pada skema 
03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim 
Injeksi) sebesar 61,54% termasuk kategori sangat rendah. 
Pada skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor 
Karburator) hasil penelitian menunjukan sebanyak 70% (70) peserta 
dinyatakan kompeten (memiliki kompetensi). Sebagaimana pendapat 
Dobson (2003:62) menyatakan tentang kompetensi adalah “… the 
ability to peform tasks and duties to the standard expected in 
employement” , maka dapat dikatakan bahwa pada skema 01 (Service 
& Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) sebanyak 70% 
(70) peserta uji kompetensi dapat meunjukan kemampuannya dalam 
melaksanakan tasks (tugas-tugas) dan duties (pekerjaan) sesuai 
dengan standar yang diharapkan dalam pekerjaan servis dan 
pemeliharaan 5.000 KM Sepeda Motor Karburator.  
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Hasil penelitian menunjukan pada skema 02 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional) 
menunjukan hasil uji kompetensi yaitu sebanyak 75% (15) peserta 
dinyatakan kompeten. Sebagaima Pedoman BNSP 304 (2008:16) yang 
menyebutkan bahwa hasil uji kompetensi adalah keputusan akhir 
berupa kompeten (K) atau belum kompeten (BK) dari LSP berdasarkan 
rekomendasi Asesor kepada peserta uji kompetensi karena dinyatakan 
kompeten atau belum kompeten terhadap penilaian unjuk kerja dari 
seluruh unit kompetensi maupun kualifikasi kompetensi yang diujikan 
di TUK dengan sebelumnya mendapat rekomendasi dari tahap pra 
penilaian, maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 75% (15) peserta 
telah mendapatkan keputusan akhir berupa kompeten (K) dari LSP 
berdasarkan rekomendasi Asesor setelah malakukan penialaian unjuk 
kerja dari seluruh unit kompetensi maupun kualifikasi kompetensi yang 
diujikan di TUK pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 KM 
Kendaraan Ringan Konvensional). 
Hasil penelitian pada skema 03 (Servis dan Peneliharaan 10.000 
KM Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) menunjukan sebanyak 61,54% 
(48) peserta dinyatakan kompeten (memiliki kompetensi). 
Sebagaimana pendapat Storey, et.al. (2018:8) menjelaskan 
kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan 
perilaku yang diperlukan praktisi untuk melakukan pekerjaan mereka 
sesuai dengan standar professional, maka dapat dikatakan bahwa 
sebanyak 61,54% (48) peserta uji kompetensi telah memiliki 
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pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang 
diperlukan praktisi untuk melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan 
standar professional. 
Peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten paling banyak 
adalah pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan 
Ringan Konvensional) sebanyak 75% peserta dinyatakan kompeten, 
artinya sebanyak 75% peserta memiliki penguasaan terhadap suatu 
tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk 
menunjang keberhasilan dalam bekerja. Selanjutnya disusul oleh 
skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) 
dengan jumlah peserta yang dinyatakan kompeten sebesar 70% (70) 
peserta. Skema yang terakhir adalah skema 03 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) yang 
memiliki jumlah peserta yang dinyatakan kompeten sebesar 61,54% 
(48) peserta.  
Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa sebanyak 
67,17% (133) peserta uji yang dinyatakan kompeten dapat 
menunjukan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, 
ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan standar professional. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Storey et.al (2018:8). 
Sebaliknya, data menunjukan sebanyak 38,83% (65) peserta uji 
yang dinyatakan belum kompeten. Sebagaimana hasil penelitian 
Fathurrochim (2017) peserta uji yang dinyatakan belum kompeten 
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memiliki kesulitan dalam aspek pengetahuan dan keterampilan, maka 
dapat dikatakan bahwa 38,83% (65) peserta belum dapat menunjukan 
kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 
yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika diurutkan 
skema sertifikasi yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi adalah pada 
skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan 
Sistim Injeksi) yaitu sebanyak 38,46% (46) belum kompeten, 
selanjutnya disusul skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM 
Sepeda Motor Karburator) sebesar 30,0% (30) peserta, dan yang 
paling sedikit adalah skema 02 sebanyak 25% (5) peserta belum 
kompeten.  
Hasil penelitian menunjukan jumlah peserta yang dinyatakan 
kompeten pada skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda 
Motor Karburator) sebanyak 70% (70) peserta, pada skema 02 (Servis 
dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Konvensional) 
sebanyak 75% (15) peserta, sedangkan pada skema 03 (Servis dan 
Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebanyak 
61,54% (48) peserta. Sebagaimana pedoman BNSP 304 (2008:5) 
peserta yang telah melaksanakan uji kompetensi dan dinyatakan 
kompeten diberikan pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi 
pada jenis profesi tertentu berupa sertifikat kompetensi yang diberikan 
LSP atau BNSP, maka dapat dikatakan bahwa pada skema 01 (Service 
& Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) sebanyak 70% 
(70) peserta, pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
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Kendaraan Ringan Konvensional) sebanyak 75% (15) peserta, 
sedangkan pada skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebanyak 61,54% (48) peserta uji 
kompetensi diberikan pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi 
pada jenis profesi tertentu berupa sertifikat kompetensi yang diberikan 
LSP atau BNSP dan berisi unit kompetensi yang telah dikuasai. 
 
2. Sebaran Unit Kompetensi 
Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian diketahui sebaran unit 
kompetensi peserta uji kompetensi untuk masing-masing skema 
sertifikasi berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada 
skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) 
dari 14 unit kompetensi, unit kompetensi yang paling banyak 
dinyatakan belum kompeten sehingga menyebabkan peserta uji 
kompetensi dinyatakan belum kompeten pada skema sertifikasi adalah 
unit kompetensi dengan kode OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine 
berikut Komponen-komponennya) yaitu sebesar 73,33%. 
Sebagaimana Pedoman BNSP 304 Klausul 8.1.5 Tahun 2008 yang 
menyebutkan bahwa keputusan peserta yang dinyatakan kompeten 
mengacu pada dipersyaratkan standar kompetensi yang diujikan. Pada 
skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) 
mengacu pada kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan SKKNI menurut 
Standar Kompetensi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor KEP/95/MEN/IV/2004 tentang Penetapan SKKNI 
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Sektor Otomotif Sub Sektor Sepeda Motor, sehingga dapat dikatakan 
bahwa pada unit kompetensi tersebut sebanyak 73,33% (22) peserta 
tidak dapat menunjukan kemahirannya dalam melaksanakan tugas 
yang berkaitan dengan SKKNI unit kompetensi tersebut. Peserta tidak 
dapat menunjukan hasil yang sesuai dengan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) 
yang dipersyaratkan Standar Kompetensi dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/95/MEN/IV/2004 tentang 
Penetapan SKKNI Sektor Otomotif Sub Sektor Sepeda Motor. 
Selain melakukan pekerjaan servis dan pemeliharaan sepeda 
motor report sheet adalah lembar yang harus diisi peserta uji 
kompetensi sebagai bukti tertulis bahwa peserta telah melakukan kerja 
sesuai dengan standar yang ada pada elemen kompetensi maupun 
kriteria unjuk kerja dalam SKKNI. Report sheet yang kosong 
menunjukan peserta belum kompeten dalam melakukan pekerjaan. 
Berikut ini adalah format report sheet untuk unit kompetensi 





Tabel 16. Report Sheet Unit Kompetensi OTO.SM02.001.01 
(Memelihara/Servis Engine Dan Komponen-Komponennya) 
No  
Urut 
Unit Kompetensi Poin Yang Diamati 
5 
OTO.SM02.001.01 




Memelihara Engine Berikut Komponen-
Komponennya 
Lihat Buku Manual (Workshop Manual) 
Yang Tersedia:  
Periksa, Penyetelan Celah Katup :  
1 : In  ………….. mm 
2 : Ex …………..  mm 
Penggunaan Workshop Manual Yang 
Sesuai : 
Oli Mesin 
Tekanan Kompresi   .............. Kg.m2 / 
Psi 
Kekencangan Baut Kepala Silinder Dan 
Knalpot   ........Kg.m /Nm 
 
Pada reportsheet diatas yang termasuk dimensi kompetensi Taks 
Skill (TS) antara lain: (1) melihat buku manual, (2) memeriksa celah 
katup, (3) menyetel celah katup, (4) menggunakan oli yang sesuai, (5) 
memeriksa tekanan kompresi, dan memeriksa momen baut pengikat 
knalpot. Pada dasarnya seluruh pekerjaan adalah mencakup dimensi 
kompetensi Taks Skill. Selanjutnya dimensi Taks Management Skill 
(TMS) adalah peserta uji kompetensi diharuskan menyelesaikan 
beberapa pekerjaan dalam satu waktu, waktu yang disediakan dibuat 
sedemikian rupa sehingga hanya cukup untuk mengerjakan pekerjaan 
yang diberikan. Jika peserta tidak dapat mengelola beberapa pekerjaan 
dalam waktu yang bersamaan maka peserta belum kompeten. Dimensi 
Contingency Management Skills (CMS) dilakukan dengan cara simulasi 
kejadian tidak lazim oleh asesor atau asesor memberikan pertanyaan 
kasus mengenai apa yang dilakukan peserta uji ketika jika ketika 
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menyetel celah katup tiba-tiba rocker arm macet atau feeler gauge 
patah. Dimensi Job Role/Enviroment Skills (JRES) yaitu pada saat 
peserta uji melakukan pekerjaan dengan memperhatikan lingkungan 
kerja, standar kerja (spesifikasi teknis), atau SOP pekerjaan yang ada. 
Transfer Skills (TRS) diukur ketika peserta uji dapat melakukan 
pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat yang 
disediakan dan berbagai jenis kendaraan yang ada. Artinya, peserta uji 
dapat mentransfer kemampuannya kepada objek pekerjaan lain yang 
sejenis. 
Hasil penelitian menunjukan 73,33% (22) peserta dinyatakan 
belum kompeten pada unit kompetensi OTO.SM02.001.01 
(Memelihara/Servis Engine Dan Komponen-Komponennya). Pedoman 
BNSP 304 (2008:8) menyebutkan bahwa bukti-bukti dalam proses uji 
kompetensi dikumpulkan saat peserta uji kompetensi bekerja. Peserta 
dinyatakan belum kompeten karena tidak dapat menunjukan 
kemampuannya kepada asesor ketika proses uji kompetensi 
berlangsung dibuktikan dengan report sheet yang tidak lengkap. Hal 
ini menunjukan bahwa sebanyak 73,33% (22) peserta belum memiliki 
kompetensi untuk melaksanakan: (1) pemeliharaan engine berikut 
komponen-komponennya tanpa menyebabkan kerusakan terhadap 
komponen atau sistem lainnya, (2) mengakses dan memahami 
informasi engine yang benar dari spesifikasi pabrik, (3) melengkapi 
data yang tepat dilengkapi sesuai dengan hasil pemeriksaan, (4) 
melaksanakan pemeliharaan engine dilakukan sesuai dengan pedoman 
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industri yang ditetapkan, dan (5) melaksanakan seluruh kegiatan 
pemeliharaan dilakukan berdasarkan SOP, peraturan Keselamatan, 
Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L), dan prosedur/kebijakan 
perusahaan. 
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa pada 
skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan 
Konvensional) dari 12 unit kompetensi, unit kompetensi yang paling 
banyak dinyatakan belum kompeten adalah unit kompetensi dengan 
kode OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar 
Bensin) dan  OTO.KR05.011.01 (Memperbaiki Sistem Pengapian) yaitu 
sebesar 100% (5). Sebagaimana penelitian Fathurrochim (2017) yang 
menyebutkan bahwa peserta yang belum kompeten berarti memiliki 
kesulitan dalam aspek keterampilan, hal ini menunjukan bahwa 
peserta uji kompetensi mengalami kesulitan pada aspek keterampilan 
pada unit kompetensi ini. Kesulitan terlihat dengan pengisian report 
sheet yang tidak lengkap. Berikut ini adalah report sheet untuk unit 
kompetensi OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar 




Tabel 17. Report Sheet Unit Kompetensi OTO.KR02.014.01 
(Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin) dan OTO.KR05.011.01 













Saringan udara  








Kondisi Cap Distributor 
Kondisi Shaft Distributor 
Kondisi Sentrifugal advance 
Kondisi Vacuum advance 
Kondisi Busi 
Tahanan kabel busi 1 
Tahanan kabel busi 2 
Tahanan kabel busi 3 
Tahanan kabel busi 4 
Tahanan kabel coil 
Tahanan primere coil dan sekundar coil 
… Ohm…Ohm 
Sudut dwell ……derajad 
Sudut Timing…..derajad 
 
Pada reportsheet diatas yang termasuk dimensi kompetensi Taks 
Skill (TS) antara lain: (1) memeriksa saringan udara, (2) memeriksa 
kebocoran sistem bahan bakar, (3) memeriksa kondisi Platina, (4) 
memeriksa kondisi Condensator, (5) memeriksa kondisi Rotor, (6) 
memeriksa kondisi Cap Distributor, (7) memeriksa kondisi Shaft 
Distributor, (8) memeriksa kondisi Sentrifugal Advance, (9) memeriksa 
kondisi Vaccum Advance, (10) memeriksa kondisi busi, (11) memeriksa 
tahanan kabel busi nomor 1,2,3,dan 4, (12) memeriksa tahanan kabel 
Coil, (13) memeriksa tahanan primer dan sekunder coil, (14) 
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memeriksa sudut dwell, dan (15) memeriksa sudut pengapian. Pada 
dasarnya seluruh pekerjaan adalah mencakup dimensi kompetensi 
Taks Skill. Selanjutnya dimensi Taks Management Skill (TMS) adalah 
peserta uji kompetensi diharuskan menyelesaikan beberapa pekerjaan 
dalam satu waktu, waktu yang disediakan dibuat sedemikian rupa 
sehingga hanya cukup untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. 
Misalnya, memeriksa dan menyetel celah busi. Jika peserta tidak dapat 
mengelola beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan maka 
peserta belum kompeten. Dimensi Contingency Management Skills 
(CMS) dilakukan dengan cara simulasi kejadian tidak lazim oleh asesor 
seperti misalnya terjadi kebakaran atau asesor memberikan 
pertanyaan kasus mengenai apa yang dilakukan peserta uji ketika jika 
ketika memeriksa sudut pengapian tiba-tiba timming light mati atau 
kabel terputus. Dimensi Job Role/Enviroment Skills (JRES) yaitu pada 
saat peserta uji melakukan pekerjaan dengan memperhatikan 
lingkungan kerja, standar kerja (spesifikasi teknis), atau SOP pekerjaan 
yang ada. Transfer Skills (TRS) diukur ketika peserta uji dapat 
melakukan pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat 
yang disediakan dan berbagai jenis kendaraan yang ada. Artinya, 
peserta uji dapat mentransfer kemampuannya kepada objek pekerjaan 
lain yang sejenis. 
Report sheet yang belum lengkap selalu ditemui pada peserta 
yang belum kompeten. Hal ini menunjukan bahwa pada unit 
kompetensi tersebut, sebanyak 100% (5) peserta tidak dapat 
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menunjukan kemahirannya dalam melaksanakan tugas yang berkaitan 
dengan unit kompetensi tersebut. Peserta tidak dapat menunjukan 
hasil yang sesuai dengan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang 
dipersyaratkan. Sesuai dengan Pedoman BNSP 304 (2008:8) bahwa 
jika terdapat satu unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten 
setelah proses uji kompetensi berakhir, maka peserta uji kompetensi 
akan dinyatakan belum kompeten pada skema sertifikasi yang diambil 
yaitu skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan 
Ringan Konvensional). 
Hasil penelitian menunjukan sebanyak 100% (5) peserta 
dinyatakan belum kompeten pada unit kompetensi OTO.KR02.014.01 
(Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin) dan OTO.KR05.011.01 
(Memperbaiki Sistem Pengapian). Jika mengacu pada Keputusan 
Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2014 
Tentang Sub Sektor Kendaraan Ringan sebanyak, maka 100% (5) 
peserta tidak dapat memelihara/servis sistem bahan bakar bensin 
meliputi: (1) memeliharaan/servis komponen/sistem bahan bakar 
bensin dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap 
komponen atau sistem lainnya, (2) mengakses dan memahami 
informasi sistem bahan bakar yang benar dari spesifikasi pabrik, (3) 
memeliharaan/servis komponen/sistem bahan bakar bensin 
dilaksanakan berdasarkan spesifikasi pabrik, (4) melengkapi data yang 
tepat sesuai hasil pemeliharaan/servis, (5) melaksanakan seluruh 
kegiatan pemeliharaan/servis komponen sistem bahan bakar  
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berdasarkan SOP , undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3), peraturan perundangundangan dan prosedur/kebijakan 
perusahaan sehingga dinyatakan belum kompeten. 
Selanjutnya sebanyak 100% (5) peserta tidak dapat 
memperbaiki sistem pengapian meliputi: (1) memperbaiki sistem 
pengapian tanpa menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau 
sistem lainnya, (2) mengakses dan memahami informasi sistem 
pengapian yang benar dari spesifikasi pabrik, (3) melaksanakan 
perbaikan, penyetelan dan penggantian komponen dengan 
menggunakan peralatan, tehnik dan material yang sesuai, (4) menguji 
dan mencatat sistem pengapian menurut prosedur dan kebijakan 
perusahaan, (5) melaksanakan seluruh kegiatan perbaikan 
dilaksanakan berdasarkan SOP, undang-undang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3), peraturan perundang-undangan dan 
prosedur/kebijakan perusahaan sehingga dinyatakan belum kompeten. 
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa pada 
skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan 
Injeksi) dari 13 unit kompetensi, unit kompetensi yang paling banyak 
dinyatakan belum kompeten adalah unit kompetensi dengan kode 
OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan Memperbaiki Engine 
Manajemen Sistem) yaitu sebesar 76,67% (23) peserta. Sebagaimana 
pendapat Syahril (2005:9) yang menyebutkan unit kompetensi 
merupakan uraian tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya 
standar kompetensi maka dapat dikatakan bahwa pada unit 
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kompetensi tersebut, sebanyak 76,67% (23) peserta tidak dapat 
menunjukan kemahirannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan 
yang mendukung tercapainya kompetensi memelihara/servis dan 
memperbaiki engine manajemen sistem. Peserta tidak dapat 
menunjukan hasil yang sesuai dengan Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang 
dipersyaratkan SKKNI dalam Keputusan Menteri Tenga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Sub Sektor Kendaraan 
Ringan. Berdasarkan hasil dokumentasi ditemui report sheet yang tidak 
lengkap yang menunjukan bahwa peserta uji kompetensi belum 
kompeten pada unit kompetensi OTO.KR05.012.01. Berikut ini adalah 
report sheet untuk unit kompetensi OTO.KR05.012.01 (Memelihara / 
Servis dan Memperbaiki Engine Manajemen Sistem). 
Tabel 18. Report Sheet Unit Kompetensi OTO.KR05.012.01 






Poin Yang Diamati 
(1) (2) (3) 
13 
OTO.KR05.012.01 




Pengetesan dengan multitester  
EFI main relay .............................. 
Throttle position sensor …………………ohm 
NE sensor ………………………………ohm 
Injector :…………./ …………. /…………../ 
…………. ohm 
Water temperature sensor ………………...ohm 
Intake air temperature sensor ………..ohm 
 
Menggunakan scan tool 
Membaca problem (trouble code) 
………………………… 
Membaca current data : 
Water temperature sensor ………………. 
Intake temperature sensor …………….. 
Membaca signal osciloscop 
Injektor signal :  …………….. 




Pada reportsheet diatas yang termasuk dimensi kompetensi Taks 
Skill (TS) antara lain: (1) memeriksa kondisi EFI main relay dengan 
multitester, (2) memeriksa tahananThrottle Potision Sensor (TPS), (3) 
memeriksa tahanan NE Sensor/CKP Sensor , (4) memeriksa tahanan 
Injector nomor 1,2,3 dan 4, (5) memeriksa tahanan Water 
Temperature Sensor (WTS), (6) memeriksa tahanan Intake Air 
Temperature Sensor (IATS), (7) memeriksa kondisi kendaraan dengan 
cara membaca trouble code pada scanner, (8) memeriksa kondisi 
mesin dengan membaca current data (WTS, IATS, Injector Signal 
(durasi injeksi), dan Sudut Pengapian). Pada dasarnya seluruh 
pekerjaan adalah mencakup dimensi kompetensi Taks Skill. 
Selanjutnya dimensi Taks Management Skill (TMS) adalah peserta uji 
kompetensi diharuskan menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu 
waktu, waktu yang disediakan dibuat sedemikian rupa sehingga hanya 
cukup untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Misalnya, 
memeriksa kondisi berbagai sensor pada mesin sekaligus dengan 
scanner tidak satu-satu. Jika peserta tidak dapat mengelola beberapa 
pekerjaan dalam waktu yang bersamaan maka peserta belum 
kompeten. Dimensi Contingency Management Skills (CMS) dilakukan 
dengan cara simulasi kejadian tidak lazim oleh asesor seperti misalnya 
kertas print scanner tidak keluar, atau kertas keluar namun tidak keluar 
tulisannya, dapat juga asesor memberikan pertanyaan kasus mengenai 
apa yang dilakukan peserta uji ketika jika ketika memeriksa current 
data tiba-tiba mesin mati atau kabel OBD2 terputus. Dimensi Job 
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Role/Enviroment Skills (JRES) yaitu pada saat peserta uji melakukan 
pekerjaan dengan memperhatikan lingkungan kerja, standar kerja 
(spesifikasi teknis), atau SOP pekerjaan yang ada. Transfer Skills (TRS) 
diukur ketika peserta uji dapat melakukan pengukuran dengan 
menggunakan berbagai macam alat yang disediakan dan berbagai 
jenis kendaraan yang ada. Artinya, peserta uji dapat mentransfer 
kemampuannya kepada objek pekerjaan lain yang sejenis. 
Data menunjukan sebanyak 76,67% (23) peserta dinyatakan 
belum kompeten karena tidak dapat memelihara / servis dan 
memperbaiki engine manajemen sistem sesuai dengan SKKNI dalam 
Keputusan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 
2014 Tentang Sub Sektor Kendaraan Ringan meliputi: (1) 
melaksanakan perbaikan komponen sistem bahan bakar bensin tanpa 
menyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya, (2) 
mengakses dan memahami informasi engine manajemen sistim yang 
benar dari spesifikasi pabrik, (3) melaksanakan pengujian pada injeksi 
bahan bakar secara elektronik dan engine manajemen sistem untuk 
menentukan kesalahan / kerusakan dengan menggunakan peralatan 
dan tehnik yang sesuai, (4) melaksanakan pemeliharaan/servis, 
perbaikan, penggantian komponen dan penyetelan dengan 
menggunakan peralatan, teknik dan material yang sesuai, (5) 
melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan/servis dan perbaikan 
berdasarkan SOP, undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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(K3), peraturan perundang-undangan dan prosedur/kebijakan 
perusahaan sehingga peserta dinyatakan belum kompeten. 
Sebanyak 76,67% (23) peserta uji kompetensi dinyatakan belum 
kompeten (memiliki kompetensi) pada unit kompetensi 
OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan Memperbaiki Engine 
Manajemen Sistem). Sebagaimana yang dinyatakan Garcia-Barbero 
(1998:167), yang menyebutkan bahwa kompetensi adalah kombinasi 
dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas professional. Hal tersebut menunjukan bahwa 
sebanyak 76,67% (23) peserta uji kompetensi belum dapat 
menunjukan kemampuan berpikir (pengatahuan), keterampilan 
dengan menunjukan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi, serta 
sikap kerja yang salah satunya ditunjukan dengan perduli terhadap 
kesehatan dan keselamatan kerja pada unit kompetensi 
OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan Memperbaiki Engine 
Manajemen Sistem). Pada akhirnya peserta dapat dinyatakan belum 
kompeten pada suatu unit kompetensi dengan sebab belum dapat 
menunjukan kepada asesor mengenai kemampuan berpikir, 
keterampilan dan sikap kerja selama proses uji kompetensi 
berlangsung. Sebagaimana pendapat Dobson (2003:8) mengenai 
defenisi kompetensi, yaitu: “A competency is defined in terms of what 
a person is required to do (performance), under what conditions it is 
to be done (conditions) and how well it is to be done (standards)”, 
maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 76,67% (23) peserta yang 
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dinyatakan belum kompeten (memiliki kompetensi) berarti belum 
dapat melakukan suatu pekerjaan (kinerja) sesuai dengan kondisi yang 
telah ditentukan dan sesuai dengan standar.  
Data menunjukan sebanyak 76,67% (23) peserta uji kompetensi 
yang dinyatakan belum kompeten pada unit kompetensi menurut SK 
Mendiknas nomor 045/U/2002 belum memiliki seperangkat tindakan 
cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat 
untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan sebaliknya jika peserta 
dinyatakan belum kompeten artinya peserta tersebut belum dapat 
diterima pekerjaannya oleh masyarakat, dalam hal ini dunia usaha dan 
dunia industri sebagai pengguna/pemakai calon tenaga kerja. 
Berdasarkan penelitian mengenai sebaran unit kompetensi, pada 
skema 01 (Servis dan Pemeliharaan 5.000 Km Sepeda Motor 
Karburator) sebanyak 73,33% peserta uji kompetensi belum kompeten 
pada unit OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine berikut Komponen-
Komponennya), pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Konvensional)  100 % peserta belum kompeten 
pada unit OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar 
Bensin) dan OTO.KR05.011.01 (Memperbaiki Sistem Pengapian), 
sedangkan pada skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebanyak 76,67% peserta belum 
kompeten pada unit OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan 
Memperbaiki Engine Manajemen sistem).  
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Lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki tugas tambahan 
untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada diri calon tenaga kerja 
yang akan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan prinsip three in one 
(pelatihan-sertifikasi-penempatan) dengan cara memberikan 
pendidikan dan pelatihan secara intensif, menyediakan peralatan yang 
cukup, dan memadai, serta menyiapkan pembelajaran yang sesuai 
dengan SKKNI sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Proses pendidikan dan pelatihan 
di lembaga pendidikan dan pelatihan juga harus memperhatikan unit 
kompetensi yang pesertanya paling banyak dinyatakan belum 
kompeten, agar pada uji kompetensi selanjutnya kesalahan-kesalahan 
yang terjadi tidak terulang kembali. 
Selanjutnya pemerintah sudah selayaknya mendukung program 
sertifikasi kompetensi kerja dengan memberikan kebijakan khusus 
terkait dengan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dalam 
pelaksanaan Competency Based Traning (CBT) dan penguatan 
pengendalian kualitas tenaga kerja melalui Competency Based 
Assesment (CBA) yang sesuai dengan SKKNI bersama industri terkait. 
Lembaga Sertifikasi Profesi dituntut untuk terus melakukan kaji ulang 
perangkat asesmen agar materi uji kompetensi memiliki kualitas yang 




Setelah mengetahui gambaran hasil uji kompetensi dan sebaran 
unit kompetensi peserta dari DIY dan kebutuhan dunia usaha dan 
dunia industri begitu kompleks, kerjasama yang baik antar berbagai 
stake holder yang terkait dengan industri otomotif menjadi penting dan 
diharapkan menghasilkan iklim industri yang professional, efisien, dan 
menguntungkan masyarakat dan negara. Uji kompetensi perlu 
mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pemangku kepentingan 
khususnya lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga 
pencetak tenaga kerja, industri sebagai pengguna dan masyarakat 
sebagai pendukung dan sumber tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Wibowo (2016:1) yang menyatakan bahwa dalam rangka 
menyiapkan tenaga kerja yang kompeten perlu melaksanakan 
berbagai program diantaranya program teaching factory, prakerin, on 
job training (magang), kunjungan industri, penyelenggaraan kelas 





SIMPULAN DAN SARAN 
 SIMPULAN 
 Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian dan pembahasan 
hasil uji kompetensi dapat disimpulkan sebagai berikut.  
1. Hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah Istimewa 
Yogyakarta di LSP Otomotif Indonesia pada Tahun 2017 jika ditinjau 
berdasarkan skema 01 (Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda 
Motor Karburator) menunjukan bahwa sebanyak 70% (70) peserta 
uji kompetensi dinyatakan kompeten dan 30% (30) peserta 
dinyatakan belum kompeten dengan tingkat kelulusan uji 
kompetensi 70% dan termasuk kategori tinggi, selanjutnya jika 
ditinjau berdasarkan skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 
Km Kendaraan Ringan Konvensional) sebanyak 75% (15) peserta 
uji kompetensi dinyatakan kompeten dan 25% (5) peserta 
dinyatakan belum kompeten dengan tingkat kelulusan uji 
kompetensi 75% dan termasuk kategori tinggi, dan jika ditinjau 
berdasarkan skema 03 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Sistim Injeksi) sebanyak 61,54% (48) peserta uji 
kompetensi dinyatakan kompeten dan 38,46% (30) peserta 
dinyatakan belum kompeten tingkat kelulusan uji kompetensi 




2. Sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta di LSP Otomotif Indonesia Tahun 2017 
menunjukan bahwa unit kompetensi yang pesertanya paling banyak 
dinyatakan belum kompeten sehingga menyebabkan peserta uji 
kompetensi dinyatakan belum kompeten pada skema skema 01 
(Service & Pemeliharaan 5000 KM Sepeda Motor Karburator) adalah 
pada unit kompetensi OTO.SM02.001.01 (Memelihara Engine 
berikut Komponen-komponennya) yaitu sebanyak 73,33% (22) 
peserta.  Pada skema 02 (Servis dan Pemeliharaan 10.000 Km 
Kendaraan Ringan Konvensional), peserta uji kompetensi paling 
banyak dinyatakan belum kompeten adalah pada unit kompetensi 
OTO.KR02.014.01 (Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin) 
dan OTO.KR05.011.01 (Memperbaiki Sistem Pengapian) yaitu 
sama-sama sebanyak  100% (5) peserta. Pada skema 03 (Servis 
dan Pemeliharaan 10.000 Km Kendaraan Ringan Injeksi), peserta 
uji kompetensi paling banyak dinyatakan belum kompeten adalah 
pada unit kompetensi OTO.KR05.012.01 (Memelihara / Servis dan 







 Berdasarkan simpulan maka konsekuensi logis yang dapat 
ditemukan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Hasil uji kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah Istimewa 
Yogyakarta di LSP Otomotif Indonesia pada Tahun 2017 
menunjukan bahwa peserta yang telah kompeten akan 
mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai bukti tertulis serta 
untuk memelihara kompetensi yang telah dimiliki. Tenaga kerja 
yang bersertifikat memiliki daya saing yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang tidak memiliki sertifikat. Peserta uji 
kompetensi yang belum kompeten memiliki kualitas hasil kerja yang 
belum sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta belum 
dapat menunjukan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan 
yang sesuai dengan unit-unit kompetensi pada skema sertifikasi 
yang diujikan setelah melalui proses pembelajaran di lembaga 
pendidikan dan pelatihan. Melihat hal ini menunjukan pendidikan 
dan pelatihan di lembaga pendidikan dan pelatihan untuk tiap 
skema sertifikasi belum belum optimal untuk mencetak tenaga yang 
kompeten sehingga memerlukan pengembangan. Peran dari 
lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk mencetak tenaga 
kerja maupun calon tenaga kerja yang kompeten sehingga dapat 
menekan angka pengangguran terbuka di wilayah DIY. 
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2. Hasil sebaran unit kompetensi peserta uji kompetensi dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta di LSP Otomotif Indonesia pada Tahun 2017 
menunjukan bahwa ada peserta uji kompetensi yang belum trampil 
dalam bekerja atau dapat bekerja namun belum sesuai dengan 
standar yang dipersyaratkan. Peserta yang dinyatakan belum 
kompeten pada unit kompetensi menunjukan bahwa dirinya belum 
mampu melaksanakan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja 
yang dibutuhkan dunia kerja sehingga jika dia bekerja akan 
menghasilkan pekerjaan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan 
standar kerja yang diberlakukan di industri. Hal ini menunjukan 
pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan di 
lembaga pendidikan dan pelatihan terutama agar fokus pada unit 
kompetensi yang pesertanya paling banyak belum kompeten pada 
skema sertifikasi yang diujikan sehingga dapat meningkatkan 
jumlah peserta uji kompetensi yang kompeten. Selamjutnya 
perlunya kerjasama antar stake holder untuk meningkatkan jumlah 
peserta uji kompetensi yang kompeten.  
 
 KETERBATASAN HASIL PENELITIAN 
Setelah melaksanakan penelitian maka terdapat keterbatasan hasil 
penelitian melihat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 
dokumentasi yang dilakukan di LSP otomotif Indonesia tanpa ada 
tambahan penguatan wawancara dengan peserta uji kompetensi. 
Sedangkan jenis data berupa data sekunder yang berasal dari asesor bukan 





 Berdasarkan simpulan hasil penelitian maka saran yang dapat 
diberikan penulis adalah sebagai berikut. 
1. Bagi Peserta Uji Kompetensi (Asesi) 
a. Sebaiknya peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan 
kompeten senantiasa memelihara dan mengembangkan 
kompetensi yang telah dimiliki. 
b. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten 
sebaiknya menyiapkan diri dengan belajar dan berlatih dengan 
sungguh-sungguh di lembaga pendidikan dan pelatihan atau di 
luar lembaga pendidikan dan pelatihan yang fokus pada unit-
unit kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang terstandar SKKNI 
dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar persentase 
peserta uji kompetensi yang kompeten semakin meningkat dan 
dapat terserap dan diterima di dunia kerja dengan baik. 
Selanjutnya selain memperhatikan skema sertifikasi yang 
diambil juga lebih memperhatikan unit kompetensi yang paling 
banyak peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten 
agar dapat menjalani uji kompetensi dengan lancar tanpa ada 
kesulitan.  
2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
a. Sebaiknya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan menyiapkan 
kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan dan pelatihan 
sesuai dengan standar kerja nasional dan kebutuhan dunia 
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usaha dan dunia industri agar peserta uji kompetensi yang 
kompeten semakin meningkat. 
b. Sebaiknya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan merencanakan 
pembelajaran sesuai dengan unit kompetensi SKKNI yang telah 
ditetapkan dunia usaha dan dunia industri agar kompetensi 
peserta didik semakin meningkat. 
c. Menyiapkan pendidik/guru/instruktur di lembaga pendidikan 
dan pelatihan memiliki kualifikasi sesuai dengan unit 
kompetensi SKKNI sehingga materi yang diajarkan kepada 
peserta didik sesuai dengan apa yang akan diujikan pada uji 
kompetensi LSP. 
3. Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 
a. LSP sebaiknya terus melakukan analisis hasil uji kompetensi 
sehingga dapat melakukan kaji ulang terhadap materi uji 
kompetensi yang digunakan dalam uji kompetensi serta 
disesuaikan dengan masukan dari asosiasi profesi dan dunia 
industri sesuai dengan unit kompetensi SKKNI, agar materi 
yang diujikan kepada peserta didik sesuai dengan apa yang 
akan dibutuhkan di industri. LSP juga sebaiknya menyusun 
materi uji kompetensi yang digunakan untuk uji kompetensi 
tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit namun tetap sesuai 
dengan kebutuhan industri berdasarkan hasil analisis dan 




4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu metode 
pengumpulan data yang digunakan hanya dokumentasi yang 
dilakukan di LSP otomotif Indonesia. Sebaiknya dalam penelitian 
selanjutnya digunakan tambahan penguatan wawancara dengan 
peserta uji kompetensi atau pendidik di lembaga pendidikan dan 
peltihan untuk mengetahui penyebab unit kompetensi tidak dapat 
dicapai. Sedangkan jenis data berupa data sekunder yang berasal 
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Lampiran 7. Report Sheet Observasi Demonstrasi Skema 01 Service dan 
















Lampiran 8. Report Sheet Observasi Demonstrasi Skema 02 Service dan 










Lampiran 9. Report Sheet Observasi Demonstrasi Skema 03 Service dan 
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Lampiran 15. Bukti Selesai Revisi Proyek Akhir D3/S1 
 
 
